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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan
Indonesia (Latin), bukan terjamahan bahasa Arab kedalam bahasa
Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab,
sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan
bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang
menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar
pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan
dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional
maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi
yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana
Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang
didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22
Januari 1998, No.158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam
buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (4 Guide Arabic Transliteration),

INIS Fellow 1992.



B. Konsonan

I = tidak dilambangkan »=dl
~=b L=th
o=t L=dh
& =ts ¢ = ‘(koma menghadap ke atas)
] ¢ =¢gh
c=h ==f
¢ =kh $=q
>=d a=k
s=dz J=1
=T ¢—m
5=z o=n
=S =W
S =8y »=h
»=sh $=Yy

Hamzah (¢) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak
di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak
dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka
dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma ()

"

untuk pengganti lambang “¢ .
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C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah

(Y4

, dlomah dengan “u”, sedangkan

[13%4]
1

ditulis dengan “a”, kasrah dengan

bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =4  Misalnya Ju menjadi gala
Vokal (i) panjang =1 Misalnya s menjadi qila
Vokal (u) panjang =0  Misalnya 0s>  menjadi diina

Khusus untuk bacaanya* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan

31 [Ty
1

, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan “ya”
nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah

fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) > misalnya Jss misalnya qawla

Diftong (ay) & misalnya P menjadi khayrun

D. Ta’ marbiithah (3)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah
kalimat, tetapi apabila ta’ marbiithah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya 4w .l 4lu )} menjadi
al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat
yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan
dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya,

misalnya &a~,s menjadi fi rahmatillah.
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E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (J) ditulis dengan huruf kecil, kecuali
terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jaldlah yang berada
di tengahtengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.
Perhatikan contoh-contoh berikut ini:
1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya" Allahkdanawamd lam yasya " lam yakun.
4. Billah ‘azzawajalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus
ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut
merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah
terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem
transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin
Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melajukan
kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka
bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di
berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”
dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa

Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut
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sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang
Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-

RahmanWahid,” “AminRais,” dan bukan ditulis dengan “shalat.”
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ABSTRAK

Huda, Dimas Miftakhul, NIM. 18230015, 2025. “Pemberian Sertifikat Hak Guna
Bagunan (SHGB) Pagar Laut Di Sidoarjo Dalam Konteks Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Perspektif Siyasah Dusturiyah”,
Skripsi. Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah. Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Musleh
Herry, S.H., M.Hum.

Kata Kunci : Hak Guna Bangunan, Siyasah Dusturiyah, dan Tata Ruang Wilayah

Penelitian ini di latarbelakangi Pemanfaatan ruang wilayah pesisir, termasuk
pemberian hak atas tanah seperti Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), harus
tunduk pada prinsip hukum agraria dan rencana tata ruang yang berlaku. Di
Sidoarjo, muncul fenomena pemberian SHGB atas lahan pagar laut yang belum
memiliki status reklamasi sah, sehingga menimbulkan polemik hukum dan
lingkungan. Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji dalam konteks Perda
No. 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur,
serta dianalisis melalui pendekatan Siyasah Dusturiyah yang menekankan keadilan,
kemaslahatan, dan tanggung jawab negara dalam pengelolaan sumber daya alam.
Terdapat 3 penelitian terdahulu yang secara substansi kajian ilmiahnya berbeda
dengan penelitian ini, maka kajian legalitas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)
di sidoarjo yang di tinjau dalam perda No. 10 tahun 2023 dan dalam perspektif
Sivasah Dusturiyah menjadi Novelty dalam penelitian ini. Berkaitan dengan
penelitian ini maka metode yang di gunakan yuridis empiris dengan pendekatan
yuridis sosiologis karena mengkaji hukum dan fenomena yang terjadi di
Masyarakat khususnya berkaitan dengan legalitas pemberian Sertifikat Hak Guna
Bangunan (SHGB) atas pagar laut di sidoarjo, untuk mendapatkan informasi maka
perlu menggunakan metode observasi langsung dan wawancara dengan pihak pihak
terkait. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberian
Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas lahan Pagar Laut di Sidoarjo tidak
sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2023 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur. Dalam praktiknya,
SHGB diberikan atas lahan yang belum ditetapkan secara sah sebagai hasil
reklamasi dan belum berstatus sebagai tanah negara. Prosedur pemberian Sertifikat
Hak Guna Bangunan (SHGB) atas lahan Pagar Laut di Sidoarjo yang tidak melalui
proses reklamasi sah, tanpa partisipasi publik, serta tanpa analisis dampak
lingkungan yang memadai, bertentangan dengan ketentuan dalam Perda No. 10
Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur. Dalam
perspektif Siyasah Dusturiyah, hal ini menunjukkan penyimpangan terhadap
prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah kekuasaan. Tindakan tersebut
berpotensi menimbulkan kerugian ekologis, konflik sosial, dan mencederai nilai-
nilai tata kelola pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab sebagaimana
diamanatkan dalam syariat Islam.
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ABSTRACT

Huda, Dimas Miftakhul, NIM. 18230015, 2025. “The Issuance of Building Use
Rights Certificate (SHGB) for Pagar Laut in Sidoarjo within the Context
of the East Java Provincial Spatial Planning Policy: A Siyasah Dusturiyah
Perspective”, Thesis. Constitutional Law (Siyasah). Faculty of Sharia.
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor Dr.
Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Keywords: Building Use Rights (SHGB), Reclamation, Sivasah Dusturiyah

This research is motivated by the utilization of coastal spatial areas, including the
granting of land rights such as the Right to Build Certificate (SHGB), which must
comply with agrarian legal principles and the applicable spatial planning
regulations. In Sidoarjo, a phenomenon has emerged involving the issuance of
SHGB on sea wall land that has not yet obtained legal reclamation status, leading
to legal and environmental controversies. This issue is crucial to examine within
the context of Regional Regulation No. 10 of 2023 concerning the Spatial Planning
of East Java Province, and to be analyzed through the lens of Siyasah Dusturiyah,
which emphasizes justice, public welfare, and the state’s responsibility in managing
natural resources. There are three previous studies whose scientific substance
differs from this one; therefore, the legal study of the Right to Build Certificate
(SHGB) in Sidoarjo, reviewed under Regional Regulation No. 10 of 2023 and
through the perspective of Siyasah Dusturiyah, constitutes a novelty in this
research. In relation to this topic, the method used is empirical juridical with a socio-
juridical approach, as it examines the law and the social phenomena occurring
within society, particularly regarding the legality of issuing SHGB for the sea wall
land in Sidoarjo. To obtain relevant data, the research employs direct observation
and interviews with related parties. Based on the findings, it can be concluded that
the procedure for issuing the Right to Build Certificate (SHGB) on the sea wall land
in Sidoarjo does not fully comply with the provisions of Regional Regulation No.
10 of 2023 concerning the Spatial Planning of East Java Province. In practice,
SHGB is issued on land that has not been legally designated as reclaimed land and
has not been granted state land status. The issuance of SHGB without legal
reclamation processes, public participation, or adequate environmental impact
analysis contradicts the provisions of Regional Regulation No. 10 of 2023. From
the perspective of Sivasah Dusturiyah, this indicates a deviation from the principles
of justice, public welfare, and the trustworthiness of governance. Such actions
potentially cause ecological damage, social conflict, and violate the values of fair
and responsible governance as mandated by Islamic law.
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BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Tanah dan kehidupan memiliki hubungan yang sangat erat dan
saling bergantung satu sama lain. Seperti yang dikemukakan oleh
Notonegoro, keduanya memiliki hubungan kedwitunggalan yang tidak
dapat dipisahkan, atau dengan kata lain, saling melengkapi. Pandangan ini
sejalan dengan ungkapan terkenal, "dimana ada tanah, disitulah ada

kehidupan".!

Seiring dengan perkembangan kebutuhan pembangunan,
seperti rumah sakit, kantor, dan berbagai fasilitas lainnya, permintaan akan
tanah semakin meningkat. Namun, terbatasnya lahan di kawasan perkotaan
mendorong pemerintah untuk melakukan reklamasi, yaitu mengubah
wilayah pantai menjadi daratan baru yang dapat dimanfaatkan untuk
pembangunan. Sebagai entitas yang memiliki otoritas tertinggi, Negara
memiliki hak untuk menguasai tanah dan ruang lingkupnya, sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 19452 yang menyatakan: "Bumi,

air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara

dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Berdasarkan

! Devita, S. M. 2021. Perkembangan Hak Pengelolaan atas Tanah Sebelum dan Sesudah Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah
Susun, dan Pendaftaran Tanah. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 2 No. 9. h. 873.

2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Nomor 75.



ketentuan ini, muncul konsep Hak Menguasai Negara (HMN),® yang
memberikan tanggung jawab kepada Negara untuk mengelola dan mengatur
sumber daya alam di Indonesia demi mencapai tujuan peningkatan
kesejahteraan rakyat. Konsep ini juga menjadi bagian dari hukum agraria
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960* tentang Peraturan
Pokok Agraria.’

Hak Menguasai Negara (HMN) tidak dapat dipisahkan dari proses
pembangunan, karena tanah merupakan komponen utama dalam
pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Seiring dengan pesatnya
perkembangan pembangunan, konsekuensinya adalah meningkatnya nilai
tanah dan ketatnya persaingan untuk memperoleh tanah tersebut.’
Terbatasnya ketersediaan tanah, khususnya di kawasan pesisir dan perairan,
menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan ruang di Sidoarjo,
terutama terkait dengan pemberian sertifikat hak guna bangunan (SHGB)’
di atas lahan pagar laut. Sementara itu, tanah di wilayah ini sangat
dibutuhkan untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan yang

mendukung perekonomian, seperti pembangunan kawasan industri,

3 Hak Menguasai Negara merupakan prinsip dasar dalam sistem agraria di Indonesia, Negara
bukan pemilik tanah, melainkan pihak yang mengatur penguasaan dan penggunaan tanah demi

kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat.

4Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043.

5> Berliyan Erika Putri. 2024. Prinsip Hukum Hak Guna Bangunan (SHGB) di Atas Hak Pengelolaan
(HPL) Pada Tanah Hasil Reklamasi Dalam Perspektif UUPA. Iblam Law Review. Vol. 4 No. 3. h. 35.

6 Urip Santoso. 2015. Perolehan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Reklamasi Pantai. Mimbar
Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Vol. 27 No. 2. h. 214.
7 SHGB adalah singkatan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan, yaitu hak untuk mendirikan dan

mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu tertentu,

sebagaimana diatur dalam UUPA.



perumahan, pelabuhan, dan fasilitas lainnya yang dapat mendongkrak
pertumbuhan ekonomi lokal. Ketidakseimbangan antara ketersediaan tanah
yang terbatas dengan tingginya permintaan tanah ini menimbulkan
tantangan besar dalam perencanaan tata ruang wilayah.

Pemberian Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pada kawasan
laut menimbulkan persoalan hukum karena secara prinsip, SHGB hanya
dapat diberikan di atas tanah negara yang telah dikuasai langsung oleh
negara dan bukan pada wilayah perairan laut yang bersifat publik dan
terbuka. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960°
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)’, bumi yang
dimaksud meliputi permukaan bumi yang berupa daratan, termasuk tanah
yang dapat dimiliki atau diberikan hak atasnya. Oleh karena itu, wilayah
laut secara yuridis tidak termasuk dalam ruang lingkup objek yang dapat
diberikan hak atas tanah, kecuali telah terjadi reklamasi atau pengurugan
yang mengubah wilayah laut menjadi daratan dan ditetapkan secara sah
sebagai tanah negara.'® Dengan demikian, SHGB tidak dapat diberikan atau
disertifikasi pada wilayah laut kecuali jika wilayah tersebut telah memenuhi

ketentuan sebagai tanah negara melalui proses reklamasi yang sah dan

8 pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

9 UUPA adalah singkatan dari Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(Lembaran Negara Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).



sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),!! serta telah
memperoleh penetapan status hukum sebagai tanah yang dapat diberikan
hak oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)!2.

Kepolisian Daerah Jawa Timur telah membentuk tim khusus untuk
menyelidiki temuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) yang mencakup
lahan seluas 656 hektare di wilayah perairan Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur. Farman, seorang pejabat terkait, menjelaskan bahwa tim penyidik
telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi temuan sertifikat SHGB
tersebut di wilayah perairan Sidoarjo. Selain itu, pihak kepolisian juga telah
berkoordinasi dengan kepala desa setempat dan melakukan wawancara
dengan warga sekitar untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai
keberadaan dan sejarah penerbitan sertifikat tersebut. Polda Jatim juga telah
bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melacak
proses penerbitan sertifikat SHGB tersebut. Bahwa investigasi yang
mendalam dan memakan waktu diperlukan, mengingat sertifikat tersebut
diduga telah diterbitkan sejak lama. Sebelumnya, hasil penelusuran yang
dilakukan melalui situs web Bhumi ATR/BPN menunjukkan bahwa
terdapat dua bidang tanah di wilayah perairan Selat Madura yang berstatus

SHGB. Bidang pertama, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)'?

11 RTRW adalah singkatan dari Rencana Tata Ruang Wilayah, yaitu dokumen hukum perencanaan
penggunaan ruang suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu.

12 BPN adalah singkatan dari Badan Pertanahan Nasional, lembaga pemerintah non-kementerian
yang mengelola pertanahan di Indonesia.

13 NIB adalah singkatan dari Nomor Identifikasi Bidang, yaitu nomor yang diberikan kepada
bidang tanah yang terdaftar dalam sistem administrasi pertanahan untuk mempermudah
identifikasi dan pengelolaan data tanah.



00182, memiliki luas 2.851.652 meter persegi (285 hektare), mencakup
wilayah daratan Kecamatan Sedati, Sidoarjo, dan sebagian wilayah laut
lepas. Sementara itu, bidang kedua dengan NIB 00030, memiliki luas
1.523.655 meter persegi (152 hektare), yang mencakup sebagian besar
wilayah laut dan sedikit menyentuh daratan Sidoarjo.'

Namun, penerbitan sertifikat SHGB di atas lahan Pagar Laut
Sidoarjo menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait dengan kesesuaian
antara kebijakan hukum dan rencana tata ruang yang ada. Lahan Pagar Laut,
yang memiliki karakteristik ekosistem yang sangat penting bagi
kelangsungan lingkungan dan ekonomi lokal, perlu dipertimbangkan
dengan hati-hati dalam proses pemberian sertifikat SHGB. Konteks ini
menjadi semakin kompleks mengingat wilayah tersebut juga berperan
dalam kegiatan perikanan, pariwisata, serta perlindungan terhadap
ekosistem laut.

Dalam Siyasah Dusturiyah, pengaturan perundang-undangan harus
berlandaskan pada nash (al-Qur’an dan Sunnah) serta prinsip jalb al-
mashalih wa dar al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak mudharat).
Munawir Sjadzali mengidentifikasi enam prinsip dalam nash, termasuk
kedudukan manusia di bumi dan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat
seperti musyawarah, ketaatan pada pemimpin, keadilan, persamaan, dan

kebebasan beragama. Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fikih

14 Santo Yunus. 2025. Selidiki Penerbitan Sertifikat SHGB di Laut Sidoarjo, Polda Jatim Bentuk Tim
Khusus. https://www.tempo.co/hukum/selidiki-penerbitan-sertifikat-SHGB-di-laut-sidoarjo-
polda-jatim-bentuk-tim-khusus-1198534, diakses pada 15 Januari 2025.



https://www.tempo.co/hukum/selidiki-penerbitan-sertifikat-hgb-di-laut-sidoarjo-polda-jatim-bentuk-tim-khusus-1198534
https://www.tempo.co/hukum/selidiki-penerbitan-sertifikat-hgb-di-laut-sidoarjo-polda-jatim-bentuk-tim-khusus-1198534

siyasah yang secara khusus membahas perundang-undangan negara, seperti
konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura’.'®
Sumber-sumber utama dalam Siyasah Dusturiyah menurut H. A. Djazuli
meliputi a/-Qur’an yang berisi prinsip kehidupan kemasyarakatan, hadits
yang berkaitan dengan imamah dan kebijakan Rasulullah Saw, kebijakan
Khulafa al-Rasyidin yang berfokus pada kemaslahatan rakyat, ijtihad ulama
yang membantu memahami semangat fikih dusturi, serta adat kebiasaan
yang mencerminkan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa.'®
Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah mencakup asas-asas umum
pemerintah yang baik, yang berfungsi sebagai jembatan antara norma-
norma yang tidak tertulis. Asas ini merupakan bagian pokok dalam
pelaksanaan hukum tata pemerintah atau administrasi negara dan pentinAg
untuk mewujudkan pemerintahan negara secara luas. Asas-asas tersebut
menjadi dasar bagi pemikiran, pendapat, dan tujuan pemerintah yang baik,
yang harus berlandaskan pada ketertiban dan kepastian hukum, perencanaan
pembangunan, pertanggungjawaban oleh pejabat dan pemerintah,
pengabdian pada kepentingan masyarakat, pengendalian melalui
pengawasan, pemeriksaan, penelitian, serta penganalisaan, keadilan dalam

administrasi negara, dan berorientasi pada kemakmuran rakyat.!’

15 Jhodi Hady Shofian. 2022. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan
Cyber Crime Polda Bengkulu Dalam Pembentukan Virtual Police. Program Studi Hukum Tata
Negara/ Siyasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (Uinfas) Bengkulu.
h. 3.

16 H. A. Djazuli. 2004. Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu
Syariah. Jakarta: Kencana. h. 53-54.

17 Jubair Situmorang. 2012. Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah). Bandung:
CV Pustaka Setia. h. 30.



Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2023, khususnya Pasal
58 dan 70'%, mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hadir
untuk mengatur penggunaan ruang secara sistematis dan terencana, tetapi
penerbitan sertifikat SHGB di atas lahan Pagar Laut Sidoarjo yang status
hukumnya belum jelas berpotensi bertentangan dengan tujuan jangka
panjang dari RTRW Provinsi Jawa Timur, yang menekankan pada
keberlanjutan ekosistem dan pemanfaatan lahan yang adil. Tanah, sebagai
sumber daya yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan, memainkan
peran penting dalam pembangunan yang mendukung perekonomian, namun
terbatasnya ketersediaan lahan, terutama di kawasan pesisir, menambah
tantangan dalam perencanaan tata ruang wilayah. Pemberian sertifikat
SHGB di wilayah ini, yang juga berperan dalam sektor perikanan,
pariwisata, dan perlindungan ekosistem laut, perlu dianalisis lebih lanjut
agar tidak mengganggu keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian
lingkungan. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, regulasi ini harus
berlandaskan pada prinsip-prinsip yang mengutamakan maslahat
(kemanfaatan) dan menolak mudharat (kerugian), serta memastikan
pengelolaan sumber daya alam yang sejalan dengan kepentingan

masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

18 peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2023 Nomor 10.



B. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis terhadap pemberian
Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di atas lahan Pagar Laut di wilayah
Kabupaten Sidoarjo, dalam konteks kesesuaian dengan Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2023' tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Jawa Timur, serta tinjauan terhadap implikasi hukum dan lingkungan dari

kebijakan tersebut.

Penelitian ini tidak membahas seluruh bentuk hak atas tanah di

wilayah pesisir atau laut secara umum, melainkan dibatasi pada:

1. Objek kajian berupa lahan pagar laut di wilayah perairan Sidoarjo yang
telah diterbitkan SHGB, khususnya dua bidang tanah dengan NIB 00182
dan NIB 00030;

2. Perbandingan normatif terhadap ketentuan pemberian SHGB menurut
UUPA dan aturan pertanahan yang berlaku, dengan fokus pada
keberlakuan prinsip Hak Menguasai Negara (HMN);

3. Analisis dari sudut pandang Siyasah Dusturiyah, untuk menilai
kesesuaian pemberian SHGB dengan prinsip keadilan, kemaslahatan,
dan keberlanjutan dalam konteks pengaturan ruang publik dan sumber

daya alam;

19 peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123



4. Dampak terhadap pengelolaan ruang dan ekosistem laut, terutama
dalam lingkup perencanaan wilayah dan pembangunan berkelanjutan di

Provinsi Jawa Timur.

Dengan batasan ini, pembahasan akan lebih terarah dan mendalam
pada persoalan hukum serta tata ruang yang berkaitan dengan pemberian
hak atas tanah di wilayah yang secara yuridis belum memiliki status sebagai

tanah negara secara sah.

. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian ini yakni
sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur pemberian sertifikat SHGB atas lahan Pagar
Laut di Sidoarjo sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah
No. 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Jawa Timur?

2. Apa dampak Prosedur pemberian sertifikat SHGB atas lahan Pagar
Laut di Sidoarjo sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah
No. 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Jawa Timur Perspektif Sivasah Dusturiyah?



. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini yakni

sebagai berikut:

1.

Untuk menganalisis prosedur pemberian sertifikat shgb atas lahan pagar
laut di sidoarjo sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah No. 10
Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa

Timur.

. Untuk mengidentifikasi prosedur pemberian sertifikat shgb atas lahan

pagar laut di sidoarjo sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah
No. 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Jawa Timur perspektif Siyasah Dusturiyah.

. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini yakni

sebagai berikut:

1.

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan teori hukum, khususnya dalam bidang peraturan tata
ruang dan pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini juga dapat
memperkaya kajian tentang hubungan antara pemberian hak atas tanah,
tata ruang wilayah, dan keberlanjutan ekosistem, serta memberikan
pemahaman lebih dalam mengenai penerapan hukum dalam konteks

yang spesifik seperti di Pagar Laut Sidoarjo.
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2. Manfaat Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi
pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan prosedur yang
lebih efektif dalam pemberian sertifikat SHGB atas lahan Pagar Laut,
serta memastikan bahwa penerbitan sertifikat ini tidak mengabaikan
aspek keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini juga bermanfaat bagi
pemangku kepentingan lainnya, seperti pengusaha dan masyarakat,
dalam memahami peraturan yang ada dan dampaknya terhadap
pengelolaan ruang dan ekosistem laut.

3. Manfaat Sosial dan Lingkungan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang
pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan
kelestarian lingkungan di Sidoarjo, khususnya dalam hal pengelolaan
ruang laut. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendukung
terciptanya pengelolaan ruang yang lebih berkelanjutan dan berorientasi
pada perlindungan ekosistem, serta memberikan rekomendasi bagi

pengambilan keputusan yang lebih ramah lingkungan.

Dengan manfaat-manfaat ini, penelitian diharapkan dapat memberikan
kontribusi positif dalam konteks kebijakan tata ruang dan pengelolaan
sumber daya alam di Jawa Timur, serta dapat menjadi acuan bagi penelitian

selanjutnya di bidang ini.
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F. Definisi Operasional

1.

Pemberian Sertifikat SHGB (Hak Guna Bangunan)

Pemberian sertifikat SHGB dalam penelitian ini merujuk pada proses
hukum yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk
memberikan hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan di atas lahan
yang terletak di kawasan Pagar Laut di Kabupaten Sidoarjo. Sertifikat
ini memberikan izin bagi pihak yang berhak untuk memanfaatkan tanah
tersebut untuk tujuan pembangunan dalam jangka waktu tertentu.
Keterkaitannya dengan penelitian ini terletak pada fokus analisis
terhadap legalitas penerbitan SHGB tersebut, mengingat lokasi
pemberian hak berada di atas lahan yang belum memiliki status
reklamasi yang sah dan belum dikategorikan sebagai tanah negara.
Penelitian ini menilai apakah prosedur pemberian SHGB telah sesuai
dengan ketentuan hukum, khususnya Perda No. 10 Tahun 2023 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur, serta
ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah yang menekankan prinsip
keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab negara dalam pengelolaan
sumber daya alam.

Pagar Laut

Pagar Laut di Sidoarjo merujuk pada wilayah perairan atau lahan basah
yang terletak di sekitar kawasan pesisir Kabupaten Sidoarjo, yang sering
kali memiliki karakteristik ekosistem yang unik, meliputi ekosistem

mangrove, pesisir, dan perairan yang digunakan untuk kegiatan
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perikanan dan ekowisata. Dalam konteks ini, Pagar Laut juga mencakup
wilayah yang terhubung dengan perairan Selat Madura.

. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2023, adalah dokumen
perencanaan yang menyusun dan mengatur pemanfaatan ruang di
seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur, termasuk di dalamnya
perencanaan penggunaan lahan di kawasan pesisir, laut, dan perairan.
RTRW bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan
dan pelestarian lingkungan, serta mengarahkan penggunaan ruang

secara efisien dan berkelanjutan.

. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2023

Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Jawa Timur adalah regulasi yang mengatur
perencanaan penggunaan ruang di Provinsi Jawa Timur, termasuk
ketentuan terkait kawasan pesisir dan perairan. Peraturan ini bertujuan
untuk menciptakan tata kelola ruang yang berkelanjutan dan sesuai
dengan kebutuhan pembangunan ekonomi serta konservasi lingkungan
di wilayah tersebut.

. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah cabang dari ilmu siyasah (politik dalam
Islam) yang membahas prinsip-prinsip ketatanegaraan atau tata kelola

pemerintahan dalam perspektif Islam. Konsep ini menitikberatkan pada
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bagaimana kekuasaan dijalankan secara adil, amanah, dan bertanggung
jawab oleh pemimpin (ulil amri) dalam mengatur urusan publik dan
sumber daya negara sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Siyasah
Dusturiyah menekankan pentingnya konstitusi, hukum, dan kebijakan
publik yang berlandaskan pada keadilan (al-‘adalah), kemaslahatan
umum (al-mashlahah al-‘ammah), serta perlindungan terhadap hak-hak
rakyat dan lingkungan, sebagai wujud dari amanah kekuasaan yang

harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

Pada BAB 1 PENDAHULUAN, akan dijelaskan mengenai Latar
Belakang yang memberikan gambaran awal mengenai topik penelitian,
diikuti dengan Rumusan Masalah yang merinci masalah-masalah yang akan
dijawab dalam penelitian ini. Selanjutnya, pada bagian Tujuan Penelitian,
akan dibahas mengenai tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini,
serta Manfaat Penelitian yang menjelaskan kontribusi penelitian baik secara
teoritis maupun praktis. Terakhir, pada bagian ini juga akan terdapat
Batasan Penelitian untuk menjelaskan ruang lingkup yang menjadi fokus
dalam penelitian.

Pada BAB 2 KAJIAN PUSTAKA, akan dibahas tentang Hasil-Hasil
Penelitian Terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, serta Kajian

Teoritis yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Kerangka Berfikir

14



juga akan dijelaskan untuk memberikan gambaran tentang alur pemikiran
yang digunakan dalam penelitian.

Pada BAB 3 METODE PENELITIAN, akan dijelaskan mengenai
Jenis dan Pendekatan Penelitian yang digunakan, diikuti dengan penjelasan
tentang Lokasi Penelitian dan Subyek Penelitian yang menjadi fokus utama
dalam penelitian ini. Data dan Jenis Data yang digunakan serta Teknik
Pengumpulan Data juga akan dijelaskan untuk memberikan gambaran
tentang metode yang digunakan untuk memperoleh informasi. Terakhir,
bagian ini juga akan mencakup Analisis Data yang digunakan untuk
mengolah hasil yang diperoleh.

BAB 4 PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN akan menyajikan
Paparan Data Hasil Penelitian yang diperoleh di lapangan, diikuti dengan
Pembahasan Hasil Penelitian yang akan menginterpretasikan data yang
ditemukan serta membandingkannya dengan teori atau penelitian
sebelumnya.

Pada BAB 5 PENUTUP, akan disampaikan Kesimpulan dari hasil
penelitian yang telah dilakukan, serta Saran yang diberikan berdasarkan
temuan-temuan penelitian yang dapat digunakan untuk pengembangan

lebih lanjut di masa mendatang.
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatau kajian yang berfungsi sebagai
informasi penjelasan antara hubungan atau keterkaitan antara penelitian
yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu. Penelitian
terdahulu berisi informasi tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan
peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah
diterbitkan maupun masih berupa desertasi, tesis, atau skripsi yang belum
diterbitkan, secara substansialmaupun metode-metode yang mempunyai
keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti guna menghindari
duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan persamaan
penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya guna

mempermudah mengenali persamaan dan perbedaan.

Tujuan dari prosedur kajian penelitian terdahulu ini adalah untuk
menghindari terjadinya duplikasi penelitian, memperkuat landasan teori dan
metodologi, serta untuk menunjukkan orisinalitas atau novelty dari
penelitian yang sedang dilakukan. Dengan membandingkan persamaan dan
perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, peneliti dapat
memperjelas kontribusi ilmiah dari studi yang dilakukan serta memudahkan
pembaca dalam memahami posisi penelitian ini dalam konteks

pengembangan keilmuan yang relevan. Dalam bagian ini akan dijelaskan
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dan ditunjukkan secara rinci letak kesamaan dan perbedaan antara penelitian

terdahulu dan penelitian yang sedang dilakukan. Pada penelitian terdahulu

dapat didefinisikan sebagai berikut:

1.

Prinsip Hukum Hak Guna Bangunan (HGB) Di Atas Hak Pengelolaan
(HPL) Pada Tanah Hasil Reklamasi Dalam Perspektif UUPA oleh
Berliyan Erika Putri (2024) yang berkesimpulan bahwa reklamasi
merupakan proses pengerukan wilayah pantai untuk mengubahnya
menjadi tanah daratan baru, dengan tujuan utama meningkatkan sumber
daya suatu lahan yang dikuasai oleh Negara. Meskipun tanah tersebut
telah berada di bawah penguasaan negara, subjek hukum, baik individu
maupun badan hukum perdata, dapat memanfaatkan tanah tersebut
setelah memperoleh izin terlebih dahulu. Pihak-pihak yang
diperbolehkan untuk melaksanakan reklamasi antara lain adalah
perusahaan swasta, pemerintah kabupaten dan/atau kota, Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), hasil kerjasama antara perusahaan swasta
dengan pemerintah kabupaten dan/atau kota, serta kerjasama antara
perusahaan swasta dengan BUMN. Pengesahan Undang-Undang No.
26/2007 menegaskan bahwa setiap pembangunan harus berlandaskan
pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), termasuk
pembangunan di atas tanah hasil reklamasi. Oleh karena itu, apabila
pembangunan yang sedang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan
RTRW, maka kegiatan tersebut tidak dapat dilanjutkan dan harus

dilakukan peninjauan kembali. Pembaharuan hukum terkait pengaturan

17



HGB di atas HPL pada tanah hasil reklamasi memerlukan pengawasan
yang ketat untuk memastikan pemanfaatannya berjalan sesuai dengan
prinsip keadilan dan keberlanjutan. Pemerintah juga perlu memperkuat
pelaksanaan analisis dampak lingkungan (AMDAL) untuk mencegah
dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan perlindungan hak-
hak masyarakat pesisir. Selain itu, proses pemberian izin penggunaan
HGB di atas HPL harus melibatkan masyarakat lokal secara aktif, guna
meminimalkan potensi konflik dan memastikan bahwa manfaat
reklamasi dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat.

2. Peran Hukum Agraria dalam Pengelolaan Tanah Pesisir Studi Kasus
Pagar Laut di Tangerang oleh Surur Roiqoh (2025) yang memiliki
kesimpulan ahwa pengelolaan tanah pesisir di Indonesia, khususnya di
Tangerang, menghadapi tantangan besar terkait status hukum tanah dan
penguasaan yang sering kali tidak terdaftar secara formal. Tanah pesisir
sering kali menjadi lahan konflik antara masyarakat lokal, pengusaha,
dan pemerintah karena ketidakjelasan hak atas tanah. Hukum agraria,
yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun
1960?° (UUPA), memiliki peran penting dalam memberikan dasar
hukum bagi pengelolaan tanah pesisir, termasuk dalam menyelesaikan
sengketa dan memetakan hak atas tanah. Proyek seperti

pembangunan pagar laut di Tangerang menambah kompleksitas

20 | embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2043.
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masalah ini, di mana terdapat tumpang tindih kepentingan antara
berbagai pihak yang terlibat.Selain itu, otonomi daerah memberikan
kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola tanah
pesisir dengan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat lokal.
Namun, pelaksanaannya sering kali menemui tantangan, seperti
keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi antara
pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah memiliki peran vital
dalam mengatur penggunaan tanah pesisir secara adil, berkelanjutan,
dan transparan, serta melindungi hak masyarakat lokal yang telah
mengelola tanah secara adat. Penguatan kapasitas pemerintahan daerah,
koordinasi yang lebih baik antara pihak terkait, dan kebijakan tata ruang
yang jelas sangat dibutuhkan untuk  mengatasi  permasalahan
pengelolaan tanah pesisir dan menjaga keberlanjutan ekosistem
pesisir.

3. Tinjauan Pelaksanaan Pemberian Hak Guna Bangunan Bagi Badan
Hukum Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan
Pertanahan Nasional No 9 Tahun 1999°! Di Kota Pagar Alam oleh
Ahmad Arif Pramono (2021) yang berkesimpulan bahwa tata cara
pemberian Hak Guna Bangunan di Kantor Pertanahan Kota Pagaralam
diatur oleh Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dan dilaksanakan melalui

21 peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999
tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan,
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 9.
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beberapa tahap, dimulai dengan pengajuan izin lokasi hingga penerbitan
Surat Keputusan pemberian hak guna bangunan. PT. Baiti Sejahtera
sebagai perusahaan pembangunan perumahan diwajibkan untuk
melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Meskipun demikian, terdapat sejumlah hambatan dalam proses
pemberian hak guna bangunan, seperti kurangnya kelengkapan data
pemohon, masalah biaya yang belum diselesaikan, sengketa tanah yang

belum diselesaikan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan

negosiasi yang berjalan lambat antara para pihak terkait.

No | Nama Judul Persamaan Perbedaan
1 | Berliyan | Prinsip Kedua penelitian | pada
Erika Hukum Hak | membahas masalah | metodologi,
Putri Guna pertanahan, Berliyan
(2024) Bangunan khususnya terkait | Erika  Putri
(HGB) Di | pemberian sertifikat | menggunakan
Atas  Hak | HGB dan | pendekatan
Pengelolaan | pengelolaan tanah | analisis
(HPL) Pada | yang berasal dari | normatif
Tanah Hasil | reklamasi. sesuai dengan
Reklamasi | Keduanya  fokus | peraturan
Dalam pada hubungan | yang ada,
Perspektif | antara hak guna | sementara
UUPA bangunan, hak | penelitian di
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pengelolaan, dan | Pagar  Laut
regulasi yang | Sidoarjo
mengatur mungkin
penggunaannya. menggunakan
metode
empiris,
Surur Peran Kedua penelitian Penelitian di
membahas isu-isu | Tangerang
Roiqoh Hukum yang berkaitan mungkin
dengan pengelolaan | lebih
(2025) Agraria tanah pesisir, berfokus pada
khususnya dalam analisis status
dalam konteks pemberian | hukum tanah
hak penguasaan dan konflik
Pengelolaan | (SHGB) di atas yang terjadi
tanah hasil akibat
Tanah reklamasi yang ketidakjelasan
sama-sama hak atas
Pesisir Studi | berpotensi menjadi | tanah,
sumber konflik sedangkan
Kasus Pagar penelitian di
Sidoarjo lebih
Laut di menekankan
pada dampak
Tangerang implementasi
sertifikat
SHGB dan
kepatuhan
terhadap
rencana tata
ruang yang
ada
Ahmad Tinjauan Keduanya Penelitian
mempertimbangkan | tentang Pagar
Arif Pelaksanaan | regulasi yang di Laut Sidoarjo
terapkan dalam membahas
Pemberian | penguasaan tanah dampak
oleh badan hukum, | sosial,

21




Pramono

(2021)

Hak Guna
Bangunan
Bagi Badan
Hukum
Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Negara
Agraria
Kepala
Badan
Pertanahan
Nasional No
9 Tahun
1999 Di
Kota Pagar

Alam

baik dalam konteks
peraturan yang
berlaku di tingkatan
pusat maupun
daerah, termasuk
implementasi
ketentuan-
ketentuan dalam
peraturan agraria

eckonomi, dan
lingkungan
dari
penerbitan
sertifikat
SHGB,
sedangkan
penelitian di
Pagar Alam
lebih
menjelaskan
prosedur
administratif
dan legalitas
dalam
pemberian
SHGB untuk
badan hukum
dengan tiada
penekanan
pada dampak
eksternal
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B. Kajian Pustaka

1. Hak Menguasai Negara (HMN) dan Pengelolaan Tanah
HMN adalah dasar hukum yang memberikan Negara otoritas untuk
menguasai dan mengatur penggunaan seluruh tanah di Indonesia.
Konsep ini sangat penting dalam pemberian Sertifikat SHGB, termasuk
pada tanah yang melalui proses reklamasi seperti pagar laut di Sidoarjo.
Negara memiliki kewajiban untuk mengelola penggunaan tanah tersebut
dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat UUD
1945 Pasal 33%. Proses ini menjadi bagian dari regulasi yang mengatur
pengalokasian tanah dan ruang untuk berbagai keperluan pembangunan.
2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Pengelolaan
Pembangunan
RTRW adalah instrumen perencanaan yang mengatur penggunaan
ruang di suatu wilayah agar sejalan dengan tujuan pembangunan yang
berkelanjutan dan terstruktur. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2023
mengatur penggunaan ruang di Provinsi Jawa Timur, termasuk di
wilayah pesisir dan perairan, di mana tanah hasil reklamasi (seperti
pagar laut) menjadi bagian dari perencanaan ruang tersebut. Dalam hal
ini, RTRW memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai

dengan kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan, yang mencakup

22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Nomor 75.
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pembangunan industri, perumahan, pelabuhan, dan fasilitas lainnya di
wilayah tersebut.
. Keadilan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan

Pemberian sertifikat SHGB pada tanah hasil reklamasi harus
dilaksanakan dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan
lingkungan. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa
pemanfaatan tanah reklamasi tidak hanya memberikan manfaat
ekonomi, tetapi juga menjaga kesejahteraan masyarakat lokal dan
kelestarian lingkungan pesisir. Proses reklamasi dan pembangunan yang
dilakukan harus melibatkan analisis dampak lingkungan (AMDAL)
yang ketat untuk mencegah kerusakan ekosistem serta memastikan
bahwa masyarakat pesisir dilibatkan dalam pengelolaan dan
pemanfaatan ruang, sehingga tercapai pembangunan yang adil dan

berkelanjutan.

. Konsep Dusturiyah

Konsep dusturiyah dalam kajian hukum tata negara Islam merujuk
pada pemikiran ketatanegaraan yang berpijak pada prinsip-prinsip
syariat sebagai dasar dalam mengatur kehidupan bernegara dan
pemerintahan. Kata dusturiyah sendiri berasal dari kata “dustur” yang
berarti konstitusi atau undang-undang dasar. Dalam konteks ini,
dusturiyah tidak hanya dipahami sebagai teks hukum tertulis, tetapi juga
mencakup prinsip-prinsip konstitusional yang bersumber dari wahyu

ilahi, seperti Al-Qur’an dan Hadis, serta ijtihad ulama. Gagasan

24



dusturiyah membentuk landasan normatif untuk menciptakan sistem
pemerintahan yang adil, menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara
pemimpin dan rakyat, serta memastikan keberlangsungan nilai-nilai
Islam dalam aspek politik, sosial, dan ekonomi. Sebagai contoh historis,
Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW dianggap
sebagai bentuk awal konstitusi Islam karena mengatur struktur
pemerintahan dan hubungan antar kelompok di masyarakat berdasarkan
prinsip keadilan dan toleransi.

Secara garis besar, dusturiyah dapat dibagi ke dalam beberapa
kategori. Berdasarkan bentuknya, dusturiyah terdiri atas konstitusi
tertulis (al-dustur al-maktub) seperti undang-undang dasar di negara-
negara Islam modern, dan konstitusi tidak tertulis yang berdasarkan
praktik dan tradisi pemerintahan Islam klasik seperti masa Khulafaur
Rasyidin. Berdasarkan sumbernya, dusturiyah dibagi menjadi dustur
ilahi yang bersumber dari wahyu dan tidak dapat diubah, serta dustur
wadh’i yang disusun oleh manusia dan dapat berkembang sesuai
kebutuhan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.
Dari segi isi, dusturiyah mencakup tiga aspek utama, yaitu politik
(dusturiyah siyasiyah) yang mengatur bentuk dan sistem pemerintahan,
sosial (dusturiyah ijtima’iyah) yang mengatur hak-hak warga negara
dan tatanan masyarakat, serta ekonomi (dusturiyah igtishadiyah) yang
mengatur sistem kepemilikan dan distribusi kekayaan. Dengan

pembagian 1ini, dusturiyah menjadi kerangka konstitusional yang
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menyeluruh, yang tidak hanya mengatur kekuasaan negara tetapi juga
menjamin keadilan dan kesejahteraan umat dalam naungan nilai-nilai

Islam.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris,
yang fokus pada pengumpulan data primer melalui observasi langsung di
lapangan.

Pemberian sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas wilayah
pagar laut di Sidoarjo dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Provinsi Jawa Timur menimbulkan pertanyaan penting dalam
perspektif Siyasah Dusturiyah, yang menekankan pentingnya kesesuaian
antara kebijakan pemerintah dan prinsip-prinsip konstitusi yang adil serta
bernilai syariat. Dalam kajian ini, penggunaan metode hukum empiris yang
dikombinasikan dengan pendekatan normatif menunjukkan adanya
ketimpangan antara praktik administratif di lapangan dengan ketentuan
hukum tata ruang dan prinsip keadilan sosial. Siyasah Dusturiyah sebagai
konsep ketatanegaraan Islam menuntut agar setiap keputusan pemerintah,
termasuk pemberian hak atas tanah atau wilayah pesisir, didasarkan pada
asas kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan
publik, serta selaras dengan aturan yang telah ditetapkan dalam perundang-
undangan dan RTRW. Apabila pemberian SHGB tersebut tidak melalui
proses yang transparan, partisipatif, dan bertentangan dengan tata ruang
yang telah dirancang untuk keseimbangan ekologis serta keberlanjutan

sumber daya, maka tindakan tersebut dapat dipandang melanggar prinsip
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dasar Siyasah Dusturiyah yang mengharuskan pemegang kekuasaan
menjalankan amanah secara adil dan bertanggung jawab kepada rakyat.
Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa praktik pemberian
SHGB pagar laut harus ditinjau kembali agar selaras dengan prinsip
keadilan konstitusional dalam kerangka tata ruang yang berkelanjutan

menurut perspektif Islam.
B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu
pendekatan yang menganalisis dan mengkaji hukum tidak hanya
berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dengan melihat
realitas yang terjadi di masyarakat. Hukum dalam pendekatan ini dipahami
sebagai gejala sosial yang tidak terlepas dari konteks penerapannya dalam

kehidupan sehari-hari masyarakat.?’

Pendekatan ini relevan dengan penelitian ini karena objek kajian
tidak hanya menyoroti legalitas pemberian Sertifikat Hak Guna Bangunan
(SHGB) atas lahan pagar laut di Sidoarjo dari aspek normatif, tetapi juga
dari aspek penerapannya secara empiris, khususnya ditinjau dari kesesuaian
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun

2023-2043.%* Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat secara utuh

B Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), him. 51.

24 peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2023 Nomor 10.
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bagaimana implementasi kebijakan tersebut berjalan di lapangan serta

dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.
C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah yang dimana diambil
beberapa sampel penelitian dan pengambilan data penelitian yang
diperlukan untuk hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Segoro
Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarja Jawa Timur, yang
merupakan bagian dari pesisir timur Kabupaten Sidoarjo dan bersinggungan
dengan Selat Madura. Wilayah ini terdiri dari lahan hasil pengurugan atau
reklamasi, dan menjadi subjek penting dalam studi tata ruang serta
pemberian Hak Guna Bangunan (SHGB). Adapun alasan memilih lokasi
tersebut yaitu, Lokasi ini sedang menjadi sorotan publik dan aparat penegak
hukum karena diduga telah diterbitkan sertifikat SHGB di atas wilayah laut
tanpa prosedur reklamasi yang sah. Kompleksitas ini memberi peluang
untuk meneliti tumpang tindih regulasi antara hukum agraria, hukum tata

ruang, dan prinsip keadilan sosial.
D. Jenis Data

Menurut Soejono Soekanto®®, sumber data di bagi menjadi 3 Jenis
yaitu : Sumber data primer, Sumber data primer dan Sumber data tersier.
Sumber data ini merupakan tempat untuk memperoleh data-data yang di

butuhkan dalam penelitian, namun data yang di dapatkan bukan hanya dari

25 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Ul Prress, 1948), 49-50
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lapangan tetapi juga dari buku, jurnal, teori dan segala bentuk yang

berkaitandengan pembahasan.

a. Data Primer
Data primer adalah data yang di peroleh langsung oleh peneliti di
lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan
melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, seperti
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah — BPN
Kabupaten Sidoarjo.

b. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang di peroleh dengan mempelajari
peraturan perundang undangan, buku-buku hukum, dan dokumen
yang berhubvungan dengan permasalahan yang di bahas. Data
sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan
yang mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan,
seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria*®, Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007%" tentang Penataan Ruang, peraturan pelaksana, regulasi
daerah, putusan pengadilan terkait, serta literatur akademik, jurnal
ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Gabungan kedua jenis data

ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif

26 Jembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2043.

27 lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725.
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mengenai praktik pemberian Hak Guna Bangunan (SHGB) di atas
lahan reklamasi serta analisis kesesuaiannya dengan hukum positif
dan nilai-nilai keadilan konstitusional dalam perspektif Siyasah

Dusturiyah.

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian yang
memanfaatkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui observasi
terhadap perilaku manusia. Fakta-fakta ini dapat berupa perilaku verbal
yang didapatkan melalui wawancara atau perilaku nyata yang diamati
langsung di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga mencakup pengamatan
terhadap hasil dari perilaku manusia, baik dalam bentuk peninggalan fisik,
seperti objek atau bangunan, maupun dokumen arsip yang tercipta dari
kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok.
Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada data yang

.28 Dalam hal ini,

diperoleh dari kenyataan yang terjadi di masyarakat
penelitian menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:
1. Dokumentasi
Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku,

surat kabar, notulen rapat, dan agenda kegiatan. Hal ini penting dalam

penelitian karena dipergunakan untuk menyertai dan sebagai penjelas

28 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 280.

31



sumber data. Dokumen adalah arsip peristiwa yang berlalu yang

tertuang dalam tulisanm gambar atau karyakarya tokoh. Selain itu,

dokumen dapat beripa norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau

ajaran hukum, hasil- hasil penelitian akademik, maupun putusan-

putusan pengadilan yang ke semuanya berbasis pada dokumen tertulis.?’
2. Wawancara

Metode wawancara (interview) adalah metode pengumpulan data
dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan
berdasarkan kepada tujuan penelitian. Metode ini digunakan untuk
mengungkap data-data dengan letak geografis, struktur keorganisasian,
ideologi dan tujuan dari pemerintahan®’ dan menggali sumber data yang
berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Wawancara dibedakan
menjadi dua yakni wawancara terstektur (structured interview) dan
wawancara tidak terstuktur (unstructured interview).

Wawancara terstruktur adalah metode wawancara yang dilakukan
berdasarkan pedoman yang telah dibuat sebelumnya. Pedoman tersebut
berisi rumusan pertanyaan serta indikator tujuan yang ingin diungkap
dari pertanyaan yang disampaikan, sebaliknya wawancara tidak
terstruktur adalah wawancara yang dilakukan tanpa pedoman sistematis
yang telah disediakan peneliti sebelum dilakukan wawancara®! Dalam

penelitian ini penulis mewawancarai beberapa informan terkait yaitu:

2 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang Selatan: UNPAM Press. 2018)140
30 Amiruddin, pengantar metode penelitian hukum (Jakarta :PT Grafido Persada,2006) p.30
31 sugiyono, Metode Penlitian Kuantitatif,Kualitatif Dan R & D, 139-140
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No. Nama Keterangan

1. Anik Mahmudah Kepala Desa

2. Pejabat BPN Sidoarjo Seksi  Penetapan Hak dan

Pendaftaran Tanah

3. Nursih Aktivis Lingkungan
4. Suyatno Nelayan Lokal
5. Bu Sri Wahyuni Warga Sekitar Segoro Tambak

3. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data melalui pengamatan
langsung terhadap fenomena sosial atau objek penelitian. Dalam
penelitian ini, penulis melakukan observasi langsung (partisipatif)
dengan meninjau lokasi lahan Pagar Laut di Desa Segoro Tambak,
Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, untuk memperoleh data empiris
mengenai kondisi fisik wilayah, aktivitas masyarakat pesisir, serta
keberadaan lahan yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan
(SHGB). Observasi ini  dilakukan dengan mencatat dan
mendokumentasikan berbagai elemen visual seperti bangunan, plang
sertifikasi, aktivitas reklamasi, serta pola pemanfaatan ruang laut oleh
masyarakat maupun pihak swasta. Teknik ini digunakan untuk
memperoleh data yang akurat dan autentik mengenai situasi yang
sedang berlangsung, serta untuk mengkonfirmasi kesesuaian antara

praktik di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam
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Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Jawa Timur, dan prinsip Siyasah Dusturiyah yang
menekankan pada keadilan, kemaslahatan, dan amanah kekuasaan
dalam pengelolaan sumber daya alam. Observasi ini dilaksanakan dalam
beberapa kali kunjungan pada rentang waktu Maret hingga Mei 2025,
sebagai bagian dari tahapan pengumpulan data dalam metode penelitian

hukum empiris ini.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui
pendekatan kualitatif, dengan menitikberatkan pada analisis terhadap data
empiris yang diperoleh dari observasi dan wawancara langsung di lapangan.
Data yang telah dikumpulkan akan diklasifikasikan, dikategorikan, dan
dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola, hubungan, dan makna
yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Proses analisis
dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan fakta-
fakta empiris yang ditemukan, baik berupa perilaku verbal maupun tindakan
nyata, serta hasil-hasil dari perilaku tersebut seperti dokumen atau objek
fisik, untuk kemudian ditafsirkan berdasarkan teori-teori hukum yang
relevan. Dengan demikian, pengolahan data ini tidak hanya berfungsi untuk
menggambarkan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, tetapi juga
untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kesesuaiannya

dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Sidoarjo memiliki sejarah panjang yang berakar dari masa Kerajaan
Jenggala dan pada masa kolonial Hindia Belanda dikenal dengan nama
Sidokare. Wilayah Sidokare saat itu merupakan bagian dari Kabupaten
Surabaya yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda.
Namun, pada tahun 1859, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk
memisahkan wilayah tersebut menjadi dua entitas administratif, yaitu
Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokare. Pemisahan ini didasarkan
pada Keputusan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 9 Tahun 1859
tertanggal 31 Januari 1859 *2dan tercatat dalam Staatsblad Nomor 6. Pada
masa itu, Sidokare dipimpin oleh R. Notopuro yang kemudian diberi gelar
R.T.P. Tjokronegoro, putra dari R.A.P. Tjokronegoro, Bupati Surabaya.
Nama Sidokare kemudian diganti menjadi Sidoarjo karena dinilai kurang
memiliki makna yang baik. Setelah wafatnya R.T.P. Tjokronegoro pada
tahun 1862, kepemimpinan Kabupaten Sidoarjo dilanjutkan oleh kakaknya,
R.T.A.A. Tjokronegoro II, yang sebelumnya tinggal di Lamongan dan
mulai menetap di Sidoarjo sejak diangkat menjadi bupati pada tahun 1863.

Kepemimpinannya berlangsung hingga tahun 1883, sebelum akhirnya ia

32 Keputusan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 9 Tahun 1859 tertanggal 31 Januari 1859,
dimuat dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indié Tahun 1859 Nomor 6.
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pensiun dan digantikan oleh R.P. Sumodiredjo yang dipindahkan dari
Tulungagung. Namun, tak lama setelah menjabat selama tiga bulan, R.P.
Sumodiredjo meninggal dunia dan posisinya diambil alih oleh R.A.A.T.
Tjondronegoro I sebagai Bupati Kabupaten Sidoarjo pada tahun 1883.
Pada masa pendudukan Jepang, wilayah Kabupaten Sidoarjo turut
dikuasai oleh militer Jepang sejak 8 Maret 1942 hingga 15 Agustus 1945.
Salah satu wilayah strategis yang dikuasai Jepang adalah kawasan Delta
Sungai Brantas. Namun, setelah Jepang menyatakan menyerah kepada
Sekutu pada 15 Agustus 1945, wilayah tersebut mulai diincar kembali oleh
Belanda. Pada awal Maret 1946, militer Belanda berupaya merebut kembali
wilayah Sungai Brantas, dan ketika mereka berhasil menguasai daerah
Gedangan di Kabupaten Sidoarjo, pemerintah Indonesia memindahkan
pusat pemerintahan ke Porong sebagai langkah strategis. Belanda terus
melanjutkan ekspansi kolonialnya di Sidoarjo dan memperluas wilayah
kekuasaannya. Kecamatan Sukodono, yang saat itu dikenal dengan nama
Dungus, menjadi salah satu titik konflik yang diperebutkan oleh Belanda.
Pada 24 Desember 1946, Belanda melancarkan serangan besar-besaran
hingga mencapai wilayah Tulangan, dan Kabupaten Sidoarjo akhirnya jatuh
ke tangan Belanda. Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo pun kembali
dipindahkan, kali ini ke Jombang, dan bertahan hingga November 1948
ketika Negara Jawa Timur dibentuk dan dinyatakan sebagai salah satu
negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat. Pada masa itu, Belanda

melalui kebijakan yang dikenal dengan nama Recomba berupaya

36



membentuk ulang sistem pemerintahan kolonial sebagaimana pada masa
penjajahan sebelumnya. Akibatnya, Sidoarjo berada di bawah kendali
Recomba hingga tahun 1949. Akhir dari pendudukan Belanda terjadi pada
27 Desember 1949, ketika hasil dari Konferensi Meja Bundar menyatakan
bahwa Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan Negara Jawa Timur
kepada Republik Indonesia.

Lambang wilayah Kabupaten Sidoarjo memiliki makna simbolis
yang mendalam dan terdiri dari lima unsur utama. Pertama, bentuk dasar
lambang berupa segilima beraturan dengan sisi-sisinya menyerupai tanda
kurung kurawal, yang mencerminkan falsafah Pancasila sebagai dasar
negara. Bentuk ini menandakan bahwa masyarakat Kabupaten Sidoarjo
telah menjalankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara tertib dan
konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, bintang bersudut lima yang
terdapat dalam lambang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa,
sebagai cerminan dari kehidupan masyarakat Sidoarjo yang beriman dan
menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Ketiga, terdapat setangkai padi
yang terdiri atas 18 butir dan sebatang tebu dengan lima ruas berbentuk
melingkar. Unsur ini menggambarkan potensi hasil bumi yang menjadi
kekayaan daerah Kabupaten Sidoarjo, khususnya dalam sektor pertanian
dan perkebunan. Bentuk bundar dari kombinasi padi dan tebu
melambangkan tekad yang bulat dari pemerintah daerah untuk mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur, sementara jumlah 18 butir padi

mencerminkan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo.
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Keempat, lambang ini juga menampilkan ikan udang dan ikan bandeng yang
membentuk huruf "S". Bentuk ini tidak hanya merepresentasikan hasil
tambak yang menjadi salah satu andalan ekonomi daerah, tetapi juga
merupakan inisial dari nama "Sidoarjo", yang mempertegas identitas
wilayah. Seluruh unsur dalam lambang ini dirancang untuk
merepresentasikan semangat, nilai, serta potensi Kabupaten Sidoarjo secara
utuh dan menyeluruh.

Warna-warna yang terdapat dalam lambang daerah Kabupaten
Sidoarjo memiliki makna simbolis yang mencerminkan karakteristik,
potensi alam, serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Warna biru
laut yang tampak pada lambang melambangkan unsur air, menggambarkan
kondisi geografis Kabupaten Sidoarjo yang dahulu dikenal sebagai “Delta
Brantas”, wilayah yang dikelilingi oleh sungai dan laut. Biru laut yang
mengelilingi bundaran tebu dan padi juga menegaskan bahwa daerah ini
merupakan kawasan tambak yang kaya akan hasil perikanan, khususnya
ikan bandeng dan udang. Selanjutnya, warna hijau yang menjadi dasar
lambang mencerminkan kesuburan wilayah, terutama di kawasan Delta
Brantas, yang subur dan mendukung sektor pertanian. Warna kuning yang
digunakan pada elemen bintang, tebu, pita, dan padi melambangkan harapan
akan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan warna
hitam yang tampak pada bagian tebu, ikan bandeng, ikan udang, serta
tulisan "Kabupaten Sidoarjo" melambangkan keteguhan iman dan kekuatan

spiritual masyarakat setempat. Terakhir, warna abu-abu yang terdapat pada
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ikan udang dan ikan bandeng berfungsi sebagai unsur dekoratif atau pernak-
pernik, yang memperindah tampilan lambang secara keseluruhan.
Kombinasi warna-warna ini secara menyeluruh menggambarkan identitas,
keunggulan, serta nilai-nilai luhur yang dipegang oleh masyarakat dan
pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu wilayah administratif
yang berada di Provinsi Jawa Timur, dengan pusat pemerintahan yang juga
berlokasi di kota Sidoarjo. Wilayah ini dikenal sebagai Kota Delta karena
letaknya yang berada di antara dua sungai besar, yakni Sungai Porong dan
Sungai Surabaya. Secara geografis, Kabupaten Sidoarjo terletak di antara
112°5 hingga 112°9’ Bujur Timur dan 7°3” hingga 7°5’ Lintang Selatan,
dengan total luas wilayah mencapai 71.424,25 hektare. Kabupaten ini
memiliki karakteristik wilayah yang terbagi menjadi tiga zona utama, yaitu:
pertama, wilayah tengah yang mencakup sekitar 40,81% dari total luas dan
didominasi oleh perairan tawar; kedua, kawasan timur yang mencakup
29,99% wilayah dan merupakan daerah pesisir serta tambak; dan ketiga,
wilayah barat dengan luas sekitar 29,20% dari keseluruhan area. Masing-
masing wilayah tersebut memiliki fungsi dan ciri khas tersendiri dalam
menunjang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 18 kecamatan dan memiliki total
jumlah penduduk sebanyak 194.051 jiwa, yang terbagi atas 95.885 laki-laki
dan 98.166 perempuan. Di antara kecamatan-kecamatan tersebut,

Kecamatan Buduran dihuni oleh 92.334 jiwa dengan komposisi laki-laki
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45.433 dan perempuan 46.901 jiwa. Kecamatan Candi memiliki populasi
sebanyak 145.146 jiwa, terdiri dari 72.283 laki-laki dan 72.863 perempuan.
Kecamatan Porong mencatatkan 65.909 jiwa (33.771 laki-laki dan 32.138
perempuan), sedangkan Kecamatan Krembung dihuni oleh 58.358 jiwa
yang hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan (masing-masing
sekitar 29.183 dan 29.175 jiwa). Kecamatan Tulangan memiliki 87.422
penduduk dengan pembagian 43.982 laki-laki dan 43.440 perempuan.
Sementara itu, Kecamatan Tanggulangin berjumlah 84.580 jiwa (42.279
laki-laki dan 42.301 perempuan), dan Kecamatan Jabon berjumlah 49.989
jiwa (24.966 laki-laki dan 25.023 perempuan).

Kecamatan Krian memiliki jumlah penduduk yang cukup besar
yaitu 118.685 jiwa (59.899 laki-laki dan 58.786 perempuan), disusul oleh
Kecamatan Balongbendo dengan total 66.865 jiwa (33.633 laki-laki dan
33.232 perempuan), dan Kecamatan Wonoayu dengan 72.009 jiwa (36.017
laki-laki dan 35.992 perempuan). Kecamatan Tarik mencatat 60.977 jiwa,
terdiri dari 30.615 laki-laki dan 30.362 perempuan, serta Kecamatan
Prambon dengan 68.336 jiwa (34.273 laki-laki dan 34.063 perempuan).
Kecamatan Taman adalah yang terpadat dengan jumlah penduduk sebanyak
212.857 jiwa (107.256 laki-laki dan 105.601 perempuan), diikuti oleh
Kecamatan Waru sebanyak 231.298 jiwa (116.242 laki-laki dan 115.056
perempuan). Kecamatan Gedangan memiliki 132.847 jiwa (67.757 laki-laki

dan 65.090 perempuan), Sedati 92.468 jiwa (46.805 laki-laki dan 45.663
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perempuan), dan terakhir Kecamatan Sukodono berjumlah 111.121 jiwa
(55.936 laki-laki dan 55.185 perempuan).

Berdasarkan total jumlah penduduk yang tersebar di 18 kecamatan,
diketahui bahwa jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Sidoarjo
mencapai 1.945.252 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 977.683 laki-laki dan
967.569 perempuan. Dari seluruh kecamatan yang ada, Kecamatan Waru
tercatat sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi, yaitu
sebanyak 231.298 jiwa. Sebaliknya, Kecamatan Jabon merupakan
kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit, yakni hanya 49.989
jiwa. Data ini menunjukkan adanya variasi signifikan dalam distribusi
penduduk antarkecamatan di Kabupaten Sidoarjo.

Kabupaten Sidoarjo memiliki visi yang menggambarkan kondisi
ideal di masa depan yang ingin dicapai oleh pemerintah bersama
masyarakatnya. Adapun visi Kabupaten Sidoarjo adalah "MANDIRI,
SEJAHTERA, dan MADANI". Visi ini mencerminkan harapan pemerintah
agar masyarakat Sidoarjo mampu mengembangkan potensi diri dan
daerahnya, serta dapat memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Selain
itu, masyarakat diharapkan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki
kesejahteraan lahir dan batin, menjunjung tinggi nilai moral dan akhlak,
berperilaku santun, serta menegakkan supremasi hukum. Masyarakat juga
diharapkan hidup dalam suasana yang demokratis, aman, tertib, damai, serta

memiliki kesadaran penuh akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
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Misi Kabupaten Sidoarjo dirumuskan dengan tahapan yang
terstruktur dan memiliki makna penting dalam mendukung proses
pembangunan daerah. Misi ini mencerminkan arah dan langkah strategis
yang ingin ditempuh guna mewujudkan visi Kabupaten Sidoarjo secara
bertahap dan berkelanjutan. Salah satu misi utamanya adalah mendorong
partisipasi aktif masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai keagamaan
yang selaras dengan penghayatan serta penerapan nilai-nilai Pancasila
secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen untuk
memberikan pelayanan publik secara profesional, efisien, dan berkualitas
demi memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di samping itu, Kabupaten Sidoarjo menekankan pentingnya peran
pembangunan infrastruktur yang difasilitasi secara optimal guna
mendukung pertumbuhan wilayah yang proporsional, berbasis pada
pendekatan kewilayahan (spasial), serta berorientasi pada prinsip
keberlanjutan untuk menjamin pembangunan yang adil dan merata di

seluruh penjuru daerah.

. Prosedur pemberian sertifikat SSHGB atas lahan Pagar Laut di
Sidoarjo sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah No. 10
Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa

Timur

Dalam sistem hukum pertanahan yang diatur oleh Undang-Undang

Pokok Agraria (UUPA), hak-hak atas tanah diklasifikasikan ke dalam dua
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bentuk utama, yakni hak primer dan hak sekunder. Hak-hak atas tanah yang
bersifat primer merupakan hak-hak yang dapat dimiliki atau dikuasai secara
langsung oleh individu maupun badan hukum, memiliki jangka waktu yang
panjang, dan dapat dialihkan kepada pihak lain atau ahli warisnya. Contoh
dari hak-hak primer ini antara lain Hak Milik (HM)*, Hak Guna Usaha
(HGU)**, Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai (HP)*°. Sementara
itu, hak-hak sekunder bersifat sementara dan tidak memberikan penguasaan
langsung yang bersifat permanen atas tanah. Hak-hak ini antara lain
mencakup hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak
menyewa atas tanah pertanian. Pembagian ini menunjukkan bahwa dalam
hukum agraria Indonesia, penguasaan atas tanah diatur berdasarkan tingkat
kekuatan hukum dan lamanya penguasaan yang diberikan kepada pemegang
hak.*¢

Dalam sistem pertanahan di Indonesia, dikenal berbagai jenis hak
atas tanah, di antaranya adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna
bangunan, dan hak pakai. Di luar hak milik, salah satu bentuk hak atas tanah
yang paling umum digunakan adalah Hak Guna Bangunan (HGB). Sesuai

dengan namanya, HGB memberikan kewenangan kepada pemegangnya

33 HM adalah singkatan dari Hak Milik, yaitu hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang
dapat dipunyai orang atas tanah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.

34 HGU adalah singkatan dari Hak Guna Usaha, yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang
dikuasai langsung oleh negara guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan selama
waktu tertentu.

35 HP adalah singkatan dari Hak Pakai, yaitu hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil
dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang diberikan dan
diakui oleh pemerintah untuk keperluan tertentu.

36 Urip Santoso. 2005. Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah, Cet Ke 6, Jakarta: Kencana
Pernada Media Group, h. 89.
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untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan
miliknya. Hak ini diberikan untuk jangka waktu maksimal 30 tahun, dan
dapat diperpanjang selama 20 tahun. Setelah masa perpanjangan tersebut
berakhir, HGB masih dimungkinkan untuk diperbarui kembali selama
jangka waktu 30 tahun. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal
21 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996°” tentang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, yang menyebutkan bahwa
HGB dapat diperoleh dari berbagai sumber tanah, yaitu tanah negara, tanah
dengan Hak Pengelolaan (HPL)**, serta tanah yang sudah memiliki status
hak milik. Hal ini menunjukkan fleksibilitas HGB dalam praktik
penggunaan lahan untuk keperluan pembangunan tanpa mengharuskan
kepemilikan penuh atas tanah yang digunakan.

Segala hal yang berkaitan dengan pertanahan dalam sistem hukum
positif di Indonesia termasuk dalam ruang lingkup Hukum Agraria. Secara
etimologis, istilah "agraria" berasal dari bahasa Latin, di mana *ager*®
berarti tanah atau sebidang tanah, dan *agrarius* merujuk pada aktivitas
perladangan, persawahan, atau pertanian. Dalam konteks Bahasa Indonesia,
agraria sering diartikan sebagai urusan yang berkaitan dengan tanah
pertanian dan perkebunan. Dasar utama pengaturan mengenai pertanahan di

Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

37Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58

38 HPL adalah singkatan dari Hak Pengelolaan, yaitu hak yang diberikan kepada badan hukum
pemerintah untuk mengelola tanah negara, termasuk merencanakan peruntukan, menggunakan,
dan menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga melalui hak-hak atas tanah
seperti HGB atau HP.
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Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal sebagai Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA). Selain itu, pengaturan lebih lanjut
mengenai pertanahan juga diatur dalam berbagai regulasi turunan seperti
Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, dan Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional.

[Imu pengetahuan dari berbagai cabang, termasuk ilmu hukum, turut
memberikan definisi mengenai tanah. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, tanah didefinisikan sebagai permukaan bumi atau lapisan paling
atas dari bumi. Sementara dalam konteks Ilmu Hukum Agraria, pengertian
tanah diatur secara lebih spesifik dalam Pasal 4 ayat (1) hingga ayat (3)
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Ketentuan tersebut menjelaskan
bahwa negara memiliki kewenangan atas bumi, air, dan ruang angkasa,
termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan hak atas tanah
diberikan untuk kepentingan rakyat dengan tetap memperhatikan fungsi
sosial dan keseimbangan lingkungan.

Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memuat ketentuan
penting mengenai hak-hak atas tanah yang berakar pada prinsip hak
menguasai dari negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 2. Ayat (1)
menjelaskan bahwa berdasarkan hak menguasai dari negara, ditetapkan
adanya berbagai jenis hak atas permukaan bumi yang disebut tanah. Hak-
hak tersebut dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh individu, baik secara
pribadi maupun bersama-sama, serta oleh badan hukum. Dalam ayat (2),

dijelaskan bahwa hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
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memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk menggunakan tanah
tersebut, termasuk tubuh bumi, air, dan ruang di atas tanah, sejauh
diperlukan untuk kepentingan yang secara langsung berkaitan dengan
penggunaan tanah tersebut. Namun, penggunaan ini tetap dibatasi oleh
ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini maupun peraturan
perundang-undangan lain yang memiliki kedudukan lebih tinggi.
Selanjutnya, ayat (3) menegaskan bahwa selain hak atas tanah, juga diatur
hak-hak atas air dan ruang angkasa, yang merupakan bagian dari
pengelolaan sumber daya alam secara menyeluruh oleh negara demi
kepentingan rakyat. Ketiga ayat ini secara komprehensif mencerminkan
bahwa penguasaan dan pemanfaatan tanah, air, dan ruang angkasa harus
dilakukan dalam kerangka hukum yang berlandaskan pada prinsip keadilan,
keteraturan, dan fungsi sosial.

Pada dasarnya, Hak Guna Bangunan (HGB) merupakan salah satu
jenis hak atas tanah yang diakui dan diatur secara tegas dalam Undang-
Undang Pokok Agraria (UU PA). Dalam Pasal 16 ayat (1) UU PA¥
dijelaskan bahwa hak-hak atas tanah di Indonesia terdiri dari beberapa jenis,
yaitu hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak
pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, serta hak-
hak lain yang ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu, terdapat pula

hak-hak yang bersifat sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53

3% lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2043.
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UUPA*. Dengan demikian, HGB termasuk dalam kategori hak atas tanah
yang memberikan kewenangan tertentu kepada pemegangnya, dan
keberadaannya memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem agraria
nasional. Keberadaan HGB sebagai bagian dari sistem hak atas tanah
mencerminkan pentingnya pengaturan hak tersebut dalam mendukung
berbagai kebutuhan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan
pendirian bangunan di atas tanah yang bukan miliknya.

Menurut Boedi Harsono, Hak Guna Bangunan (SHGB) merupakan
jenis hak atas tanah yang memberikan wewenang kepada pemegangnya

t. ' Sementara itu,

untuk mendirikan suatu bangunan di atas tanah tersebu
secara yuridis berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA), SHGB diartikan sebagai hak yang diberikan kepada seseorang
atau badan hukum untuk mendirikan dan memiliki bangunan-bangunan di
atas tanah yang bukan merupakan miliknya sendiri, dengan batas waktu
kepemilikan hak tersebut paling lama selama 30 tahun. Hak ini memberikan
kepastian hukum bagi pihak yang ingin memanfaatkan tanah milik orang
lain secara sah untuk keperluan pembangunan, tanpa harus memiliki hak

milik atas tanah tersebut.*?

40 lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2043.

41 Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Cetakan ke dua belas (edisi revisi). Jakarta: Djambatan, 2008. h.

42 pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
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Pasal 38 ayat (1) hingga (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
20214 menjelaskan bahwa proses terbentuknya Hak Guna Bangunan
(SHGB) berbeda tergantung pada status tanah yang menjadi objeknya. Jika
SHGB diberikan di atas tanah negara, maka hak tersebut ditetapkan melalui
keputusan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional (Menteri ATR/BPN). Adapun apabila SHGB diberikan di atas
tanah yang berstatus hak pengelolaan, pemberiannya juga melalui
keputusan Menteri ATR/BPN, namun harus terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan dari pemegang hak pengelolaan. Sedangkan, untuk SHGB di
atas tanah hak milik, hak tersebut terjadi melalui pemberian langsung oleh
pemilik tanah dengan dituangkan dalam akta yang dibuat oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga prosesnya lebih bersifat perdata dan
melibatkan kesepakatan antara pihak pemilik tanah dan penerima hak.

Pengaturan mengenai Hak Guna Bangunan (HGB) secara mendasar
tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai bagian
dari sistem hukum agraria nasional yang mengatur berbagai jenis hak atas
tanah. Sebagai tindak lanjut dart UUPA, pemerintah mengatur lebih lanjut
ketentuan mengenai HGB melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
1996 yang mengatur tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan
Hak Pakai atas Tanah. Namun, setelah disahkannya Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, dilakukan penyesuaian

43 Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 59.
4 lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573.
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terhadap berbagai peraturan pelaksana, termasuk dalam hal ini mengenai
hak atas tanah. Akibatnya, ketentuan yang semula diatur dalam PP Nomor
40 Tahun 1996 diperbaharui dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan
Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Lebih lanjut, pengaturan teknis
mengenai tata cara penetapan HGB dijabarkan secara rinci dalam Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, yang secara khusus mengatur
tentang prosedur penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.
Perubahan regulasi ini bertujuan untuk menyelaraskan sistem pertanahan
dengan semangat reformasi birokrasi dan kemudahan berusaha yang
menjadi fokus dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Ketentuan mengenai Hak Guna Bangunan (HGB) juga berlaku bagi
setiap pihak yang memperoleh hak tersebut, dengan syarat bahwa pihak
tersebut harus memenuhi seluruh ketentuan dan kewajiban yang telah
ditetapkan. Apabila pemegang HGB tidak melepaskan atau mengalihkan
haknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka secara hukum hak
tersebut akan berakhir atau hapus, dan tanah yang bersangkutan akan
kembali menjadi milik negara. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang
tercantum dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996%,
yang menyatakan bahwa pemegang HGB berkewajiban untuk

memanfaatkan tanah dan bangunan yang ada di atasnya sesuai dengan

4 lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58.
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peruntukan yang telah ditetapkan, serta memenuhi persyaratan sebagaimana
diatur dalam keputusan atau perjanjian pemberian hak tersebut. Selain itu,
pemegang hak juga memiliki tanggung jawab untuk memelihara tanah dan
bangunan tersebut dengan baik, menjaga kelestarian lingkungan hidup di
sekitarnya, dan menyerahkan kembali tanah yang dimilikinya kepada
negara apabila jangka waktu HGB telah berakhir. Setelah hak guna
bangunan dinyatakan hapus, baik pemegang hak pengelolaan maupun
pemilik hak milik sebelumnya berkewajiban untuk mengembalikan
sertifikat HGB yang telah tidak berlaku lagi kepada Kepala Kantor
Pertanahan sebagai bentuk administrasi pengakhiran hak atas tanah.
Ketentuan ini menjadi bagian penting dalam menjaga keteraturan sistem
pertanahan, memastikan pemanfaatan tanah secara bertanggung jawab,
serta memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya
agraria.*

Hak Guna Bangunan (SHGB) merupakan salah satu jenis hak atas
tanah yang dapat diberikan kepada subjek hukum atas tiga kategori tanah,
yakni tanah negara, tanah dengan status hak pengelolaan, dan tanah hak
milik. Dalam konteks hukum pertanahan, tanah yang dimaksud tidak hanya
terbatas pada permukaan bumi yang berupa daratan semata, tetapi juga
mencakup wilayah yang tertutup oleh air seperti danau, sungai, atau rawa.

Lebih dari itu, pengertian tanah juga meluas hingga mencakup ruang di atas

46 Ratnawati, Dwi Heny. 2018. “Pelaksanaan Akta Pelepasan Hak Sebagai Alas Hak Untuk
mengajukan Permohonan Peralihan dan Hak Guna Bangunan yang Jangka Waktunya Telah
Berakhir”. Jurnal Akta, Vol. 5 No. 1. h. 15-18.
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permukaan tanah, seperti udara pada batas ketinggian tertentu yang relevan
dengan kegiatan pembangunan, serta bagian yang berada di bawah
permukaan bumi, seperti ruang untuk instalasi bawah tanah atau konstruksi
pondasi bangunan. Semua elemen tersebut dipertimbangkan sebagai satu
kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung memiliki keterkaitan
dengan pemanfaatan permukaan bumi. Pemberian SHGB atas tanah dalam
berbagai status tersebut menjadi instrumen penting dalam mendukung
kepastian hukum bagi masyarakat atau badan hukum yang hendak
mendirikan serta memiliki bangunan secara sah dan legal, tanpa harus
memiliki tanah sebagai objek utama.*’

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2019%, laut diartikan sebagai suatu ruang perairan yang berada di
permukaan bumi dan berfungsi menghubungkan satu wilayah daratan
dengan wilayah daratan lainnya, serta menyatu dengan bentuk-bentuk
alamiah lainnya seperti pulau, selat, dan teluk. Laut dipandang sebagai suatu
kesatuan yang utuh secara geografis dan ekologis, mencakup seluruh
elemen yang berkaitan dengannya, baik fisik, biotik, maupun sistem
lingkungan di dalamnya. Pengaturan mengenai batas-batas wilayah laut
serta sistem pengelolaannya diatur lebih lanjut berdasarkan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan nasional dan prinsip-prinsip hukum

internasional yang berlaku. Laut bukan hanya sekadar badan air, tetapi juga

47 pasal 1 angka 1 PP 18/2021.
48 lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112.
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merupakan bagian integral dari tatanan ruang dan lingkungan hidup yang
memiliki nilai strategis dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan
pertahanan negara.

Berdasarkan kedua definisi yang dianalisis, dapat disimpulkan
bahwa pengertian tanah tidak hanya mencakup daratan yang tampak di
permukaan, tetapi juga meliputi area yang berada di bawah perairan, selama
area tersebut memenuhi kriteria sebagai daratan yang secara fisik dan
hukum dapat dikenakan hak atas tanah. Dengan demikian, tanah yang
tertutup air tetap dapat dikategorikan sebagai tanah dalam konteks agraria.
Namun, penting untuk dibedakan bahwa ruang perairan seperti laut tidak
termasuk dalam kategori tersebut. Laut merupakan bagian dari ruang yang
bersifat dinamis dan berfungsi sebagai penghubung antara daratan dan
elemen geografis lainnya, serta memiliki karakteristik dan status hukum
yang berbeda dengan tanah.

Laut tidak dapat dianggap sebagai objek tanah yang dapat diberikan
Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) menurut ketentuan hukum agraria
yang berlaku. Pemberian SHGB hanya dapat dilakukan pada tanah yang
memenuhi syarat tertentu, termasuk legalitas administratif dan kepastian
hukum statusnya sebagai bagian dari tanah negara. Karena laut tidak
memenuhi unsur-unsur tersebut, maka penerbitan SHGB atas wilayah laut
atau perairan tidak dapat dibenarkan secara hukum. Hal ini menunjukkan
pentingnya memahami batasan antara tanah dan perairan dalam sistem

hukum pertanahan, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengaturan dan
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pemberian hak atas lahan, khususnya dalam wilayah-wilayah yang sensitif
seperti pesisir dan laut.*

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun
2023-2043 merupakan dokumen strategis yang mengatur penggunaan
ruang di wilayah pesisir dan laut. Dalam konteks ini, “pagar laut” merujuk
pada upaya pembangunan struktur fisik di wilayah pesisir atau laut yang
dapat memengaruhi ekosistem dan aktivitas masyarakat, seperti nelayan.
Perda ini menetapkan zonasi dan regulasi terkait penggunaan ruang
tersebut, dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan
dan pelestarian lingkungan. Namun, implementasi dari regulasi ini sering
kali menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kepentingan ekonomi
dan sosial yang berbenturan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan
perlindungan lingkungan. Sebagai contoh, pembangunan struktur seperti
pagar laut di Gresik dan Sidoarjo telah menimbulkan polemik, karena
dianggap dapat merugikan nelayan dan mengancam ekosistem pesisir. Hal
ini menunjukkan pentingnya evaluasi dan pengawasan yang ketat terhadap
proyek-proyek yang berpotensi merusak lingkungan dan mata pencaharian
masyarakat pesisir.

Berkenaan dengan implementasi pemberian sertifikat Hak Guna

Bangunan (SHGB) atas lahan pagar laut di Sidoarjo sesuai dengan

4 Muhammad Raihan Nugraha. 2025. “Bolehkah SHGB di Atas Laut?”.
https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-SHGB-di-atas-laut-1t679224be3d4d6/, diakses
pada 8 Juni 2025.
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ketentuan dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2023 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur, peneliti telah melakukan
wawancara dengan langsung kepada pihak-pihak terkait, antara lain: Kepala
Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah BPN Kabupaten Sidoarjo, Kepala
Desa Segoro Tambak, Aktivis Lingkungan, Nelayan lokal, Dan Warga Sekitar
segoro Tambak. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianggap valid
karena peneliti secara langsung menggali informasi tersebut. Wawancara ini
juga bertujuan untuk memahami alasan masyarakat membangun di bantaran
sungai serta mengkaji tingkat pemahaman mereka terhadap larangan
pendirian bangunan di area tersebut. Berikut ini adalah rangkuman hasil
wawancara:

1) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas lahan pagar laut di
Sidoarjo merupakan isu kompleks yang menyangkut aspek hukum
pertanahan, reklamasi, tata ruang, dan perlindungan lingkungan
hidup. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menjelaskan
bahwa “secara umum, SHGB diberikan atas tanah negara atau tanah
dengan status hak pengelolaan. Untuk wilayah yang berasal dari
perairan seperti pagar laut, syarat utamanya adalah harus terlebih
dahulu ditetapkan sebagai tanah hasil reklamasi dan ditetapkan
secara resmi menjadi tanah negara. Prosedurnya tetap melalui
permohonan, pengukuran, penelitian yuridis dan fisik, lalu
penetapan hak dan penerbitan sertifikat.” Hal ini menunjukkan

bahwa legalitas awal sangat krusial, yaitu lahan harus sah sebagai
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2)

3)

hasil reklamasi dan memiliki status hukum sebagai tanah negara
sebelum dapat diterbitkan sertifikat SHGB.

Lebih lanjut, narasumber menyampaikan bahwa “dasar hukumnya
adalah UUPA, PP No. 18 Tahun 2021, dan juga Peraturan Menteri
ATR/BPN No. 18 Tahun 2021. Terkait RTRW, seharusnya ada
penyesuaian dan penyesuaian itu harus mengacu pada Perda No. 10
Tahun 2023. Bila wilayah tersebut belum dialokasikan dalam
RTRW sebagai kawasan budidaya, maka semestinya tidak bisa
diberikan SHGB.” Pernyataan ini menegaskan bahwa pemberian
hak atas tanah tidak hanya berlandaskan aturan agraria nasional,
tetapi juga harus selaras dengan rencana tata ruang wilayah,
khususnya Perda RTRW Provinsi Jawa Timur. Ketidaksesuaian
alokasi ruang dapat menyebabkan pemberian hak dianggap cacat
prosedur.

Ketika ditanya mengenai status tanah pagar laut saat ini, narasumber
menegaskan bahwa “ini yang sedang dalam proses evaluasi.
Beberapa bagian wilayah tersebut memang telah dilakukan
pengurugan, tapi belum semua memiliki dasar penetapan reklamasi
yang sah dan lengkap. Karena itu, kasus ini jadi sorotan.” Artinya,
proses legalisasi lahan sebagai tanah hasil reklamasi masih belum
selesai sepenuhnya, dan belum semua bagian wilayah memiliki

legalitas yang jelas.
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4)

5)

6)

Terkait siapa pemohon awal SHGB di wilayah ini, dijelaskan bahwa
“pengajuan pertama dilakukan oleh pihak swasta berbentuk badan
hukum, yang bergerak di bidang pengembangan kawasan industri
dan pelabuhan.” Namun, yang menjadi sorotan adalah proses
koordinasi antar instansi yang masih lemah. Narasumber
menyatakan bahwa “seharusnya ada \[koordinasi], terutama dalam
dokumen AMDAL. Dalam beberapa kasus memang terjadi
kurangnya koordinasi lintas instansi, inilah yang sedang diperbaiki
dalam sistem pelayanan terintegrasi.”

Menanggapi isu bahwa SHGB mencakup wilayah laut lepas,
narasumber menyampaikan bahwa “kami sudah melakukan audit
internal. Jika terbukti SHGB diberikan di atas wilayah laut yang
belum ditetapkan sebagai tanah negara, maka akan dilakukan
peninjauan ulang dan bisa saja dibatalkan sesuai ketentuan.” Hal ini
menunjukkan komitmen BPN dalam memastikan setiap penerbitan
hak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tetap dalam
koridor kewenangan.

Soal pentingnya aspek lingkungan, narasumber menjelaskan, “ya,
AMDAL wajib apabila luas lahannya melebihi batas tertentu dan
berada di wilayah sensitif lingkungan seperti pesisir. Penilaian
AMDAL dilakukan oleh dinas lingkungan hidup.” Bahkan jika
ditemukan pelanggaran, “jika terjadi pelanggaran berat terhadap

RTRW atau hukum lingkungan, maka hak atas tanah dapat
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dibatalkan melalui keputusan Menteri ATR/BPN setelah proses
verifikasi.”

7) Menjawab kekhawatiran atas dampak sosial dan ekologis terhadap
nelayan dan masyarakat pesisir, BPN menyatakan bahwa ‘“kami
menyadari ada potensi konflik. Karena itu, kami harap setiap
pemberian hak di wilayah pesisir harus mempertimbangkan aspek
sosial dan lingkungan, serta melibatkan masyarakat.” Meski
demikian, keterlibatan publik dalam kasus pagar laut masih kurang
maksimal, sebagaimana diakui, “di beberapa wilayah, iya \[ada
konsultasi publik]. Tapi khusus kasus Pagar Laut ini, berdasarkan
evaluasi kami, proses partisipasi publik kurang optimal. Ini menjadi
bahan pembelajaran.”

8) Sebagai penutup, narasumber menyatakan bahwa “saat ini kami
sedang menyusun sistem integrasi antara RTRW, sistem pertanahan,
dan pemetaan spasial agar tidak ada tumpang tindih. Evaluasi
wilayah pesisir seperti ini menjadi prioritas.” Selain itu, sebagian
data pertanahan dapat diakses melalui aplikasi Bhumi atau
permohonan informasi publik, meskipun data lengkap sertifikat
tidak dibuka secara penuh demi perlindungan privasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh informasi
bahwa pemberian Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas wilayah
perairan seperti Pagar Laut hanya dimungkinkan apabila wilayah tersebut

telah melalui proses reklamasi secara sah dan telah ditetapkan sebagai tanah
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negara. Proses ini tidak dapat dilakukan sembarangan, melainkan harus
mengikuti tahapan yang telah ditentukan dalam kerangka hukum agraria
nasional, antara lain Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas
Tanah, dan Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor
18 Tahun 2021 yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran
tanah hasil reklamasi. Regulasi ini menegaskan bahwa tanah hasil reklamasi
baru dapat diberikan hak atas tanah, termasuk SHGB, apabila telah sah
secara administrasi dan dinyatakan sebagai bagian dari tanah negara.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar
wilayah Pagar Laut yang telah mengalami pengurugan belum memiliki
dokumen resmi penetapan reklamasi. Ketidakhadiran dokumen tersebut
menimbulkan ketidakjelasan status hukum atas lahan tersebut dan membuka
potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola
pertanahan. Selain itu, hal ini berisiko menyebabkan ketidaksesuaian
dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam peraturan
daerah. Ketika legalitas reklamasi belum terpenuhi namun pemberian hak
atas tanah tetap dilakukan, maka tidak hanya menimbulkan persoalan
administratif, tetapi juga dapat berdampak pada tatanan hukum dan tata
ruang yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pihak untuk
memastikan bahwa setiap proses pemberian SHGB dilakukan sesuai
prosedur hukum yang berlaku guna menghindari pelanggaran dan

memastikan keberlanjutan pengelolaan wilayah pesisir.
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Pengajuan Hak Guna Bangunan (SHGB) atas lahan di kawasan
Pagar Laut diajukan oleh pihak swasta berbadan hukum dengan tujuan
utama untuk mengembangkan kawasan industri dan pelabuhan. Inisiatif ini
pada dasarnya menunjukkan adanya dorongan pembangunan ekonomi
melalui optimalisasi wilayah pesisir. Namun, dalam pelaksanaannya,
terdapat sejumlah kekurangan yang cukup mendasar, terutama dalam hal
koordinasi antarinstansi pemerintah. Koordinasi dengan lembaga-lembaga
penting seperti Dinas Lingkungan Hidup maupun instansi yang menangani
perizinan dinilai belum berjalan secara optimal. Hal ini menimbulkan
pertanyaan mengenai kelengkapan kajian lingkungan dan kepatuhan
terhadap prosedur perizinan yang seharusnya menjadi prasyarat dalam
pengelolaan kawasan strategis, terutama yang berkaitan dengan reklamasi
dan pembangunan di wilayah pesisir.

Selain lemahnya koordinasi, proses pengajuan SHGB tersebut juga
menunjukkan kurangnya pelibatan masyarakat secara aktif, baik melalui
konsultasi publik maupun forum musyawarah yang terbuka. Padahal,
partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dari prinsip transparansi
dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya agraria. Ketidakhadiran
suara masyarakat dalam pengambilan keputusan, terlebih di wilayah yang
memiliki nilai ekologis tinggi dan menjadi sumber penghidupan banyak
pihak, mencerminkan lemahnya penerapan prinsip inklusivitas dalam tata
kelola pertanahan. Hal ini dapat memperbesar potensi konflik sosial serta

menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem pesisir apabila kebijakan
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yang diambil tidak berdasarkan pada evaluasi yang menyeluruh dan
partisipatif.

Potensi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah patut
menjadi perhatian serius, terutama karena belum adanya kepastian apakah
wilayah Pagar Laut telah ditetapkan sebagai kawasan budidaya atau
pemanfaatan. Jika pemberian Hak Guna Bangunan (SHGB) dilakukan di
area yang secara tata ruang merupakan kawasan konservasi atau memiliki
fungsi ekologis penting, maka pemberian hak tersebut dapat bertentangan
dengan ketentuan hukum dan berisiko dibatalkan. Hal ini menunjukkan
bahwa legalitas penggunaan ruang harus selaras dengan peruntukan wilayah
yang telah ditetapkan dalam RTRW, sehingga tidak menimbulkan konflik
hukum di kemudian hari. Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap perencanaan
tata ruang menjadi kunci dalam menjamin kejelasan status hukum dan
keberlanjutan penggunaan lahan.

Selain permasalahan hukum, aspek sosial dan lingkungan dari
pemberian hak atas lahan di wilayah reklamasi seperti Pagar Laut juga
belum mendapat perhatian yang memadai. Dampak negatif terhadap
masyarakat lokal, khususnya nelayan yang menggantungkan hidupnya dari
sumber daya laut, sangat mungkin terjadi jika kawasan tersebut
dialihfungsikan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan sosial. D1 sisi lain,
ekosistem mangrove yang memiliki peran penting dalam menjaga

keseimbangan lingkungan pesisir juga rentan mengalami kerusakan akibat

60



aktivitas reklamasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan seluruh
pemangku kepentingan untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian,
melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta
melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menetapkan kebijakan pemberian
hak atas tanah di wilayah yang sensitif secara ekologis. Langkah ini
bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan

dan perlindungan lingkungan secara berkelanjutan.

. Prosedur pemberian sertifikat SSHGB atas lahan Pagar Laut di
Sidoarjo sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah No. 10
Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa

Timur perspektif Siyasah Dusturiyah

Berdasarkan hasil analisis wawancara dari sudut pandang hukum
positif, pemberian Hak Guna Bangunan (SHGB) di atas wilayah hasil
reklamasi seperti di kawasan Pagar Laut Sidoarjo wajib memenuhi sejumlah
unsur hukum yang tegas. Tiga unsur utama tersebut mencakup legalitas
status tanah sebagai tanah negara hasil reklamasi, kesesuaian peruntukan
lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta kelengkapan
dokumen lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL) dan perizinan lokasi yang sah. Dalam praktiknya, temuan dari
wawancara menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian antara prosedur
administratif yang seharusnya dijalankan dan kondisi faktual di lapangan.

Hal ini menunjukkan potensi terlanggarnya asas kepastian hukum
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(rechtszekerheid), yang merupakan prinsip fundamental dalam sistem
hukum agraria nasional Indonesia.

Apabila wilayah yang digunakan untuk pemberian SHGB belum
dinyatakan sah sebagai tanah negara hasil reklamasi berdasarkan ketentuan
yang berlaku, maka secara yuridis, penerbitan SHGB di atas lahan tersebut
berpotensi dianggap sebagai tindakan yang cacat hukum. Hal ini diperkuat
oleh norma hukum yang mewajibkan setiap bentuk perubahan status lahan,
termasuk hasil reklamasi, untuk melalui proses penetapan resmi oleh
instansi yang berwenang. Apabila proses tersebut dilewati atau dilakukan
tanpa dasar hukum yang memadai, maka segala hak atas tanah yang
diberikan di atasnya dapat dibatalkan secara administratif. Konsekuensinya,
masyarakat atau badan hukum yang telah menerima sertifikat SHGB bisa
kehilangan haknya jika terbukti bahwa dasar penerbitan hak tersebut tidak
sesuai dengan ketentuan hukum positif.

Lebih lanjut, penting untuk menekankan bahwa penerapan hukum
positif dalam konteks ini tidak hanya bertujuan menegakkan legalitas
administratif semata, tetapi juga untuk memastikan adanya kepastian
hukum bagi semua pihak, termasuk masyarakat, pelaku usaha, dan institusi
negara. Pelanggaran terhadap prosedur formal seperti tidak adanya
AMDAL, tidak adanya kesesuaian dengan RTRW, atau status lahan yang
belum ditetapkan secara sah, mencerminkan lemahnya sistem pengawasan
dan koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, penegakan hukum yang

konsisten dan komprehensif menjadi kunci untuk mencegah
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penyalahgunaan wewenang dalam proses pemberian SHGB, serta
memastikan bahwa pembangunan di wilayah pesisir dilakukan secara
berkelanjutan, adil, dan bertanggung jawab sesuai dengan amanat hukum
nasional.

Dari sudut pandang Siyasah Dusturiyah, pemberian Hak Guna
Bangunan (SHGB) di wilayah Pagar Laut Sidoarjo perlu ditinjau tidak
hanya berdasarkan legalitas formal, tetapi juga melalui nilai-nilai
fundamental dalam prinsip ketatanegaraan Islam. Prinsip utama dalam
Siyasah Dusturiyah adalah al-mashlahah (kemaslahatan umum) dan al-
adalah (keadilan). Apabila proses pemberian SHGB justru menimbulkan
dampak negatif terhadap lingkungan pesisir atau mengganggu sumber
penghidupan masyarakat seperti nelayan setempat, maka kebijakan tersebut
dapat dikatakan bertentangan dengan asas keadilan dalam Islam. Islam
menempatkan keadilan sebagai dasar dalam setiap pengambilan kebijakan,
sehingga segala bentuk kebijakan publik yang merugikan rakyat kecil tanpa
perlindungan dan pertimbangan yang layak tidak dapat dibenarkan secara
syar'i.

Lebih lanjut, Siyasah Dusturiyah juga menekankan pentingnya
prinsip syura (musyawarah), yaitu pelibatan masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan publik. Dalam konteks pemberian SHGB di
wilayah yang sensitif seperti pesisir laut, seharusnya dilakukan konsultasi
publik dan pelibatan aktif masyarakat terdampak sebelum kebijakan

diterbitkan. Namun, berdasarkan hasil wawancara, proses musyawarah
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tersebut tidak dilaksanakan secara optimal, bahkan nyaris diabaikan.
Ketidakhadiran partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip syura, yang secara langsung
mereduksi makna amanah dalam penyelenggaraan negara.

Sebagai konsekuensinya, kebijakan pemberian SHGB yang
mengesampingkan al-mashlahah, al-adalah, dan syura tidak mencerminkan
tanggung jawab seorang pemimpin atau institusi negara dalam perspektif
Islam. Amanah yang diemban oleh pejabat publik semestinya diwujudkan
dalam bentuk kebijakan yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga
adil secara sosial dan maslahat secara lingkungan. Oleh sebab itu,
pendekatan  Siyasah  Dusturiyah menawarkan pandangan bahwa
keberlanjutan lingkungan dan perlindungan masyarakat pesisir merupakan
bagian tak terpisahkan dari etika pemerintahan yang sesuai dengan nilai-
nilai Islam. Dalam hal ini, evaluasi terhadap penerbitan SHGB yang
berpotensi merugikan rakyat menjadi bagian penting dari pelaksanaan
pemerintahan yang adil, amanah, dan maslahat.

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat
kelemahan signifikan dalam aspek koordinasi lintas lembaga, khususnya
antara Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, dan Dinas
Lingkungan Hidup. Ketidakharmonisan kerja antarinstansi ini terlihat
dalam proses penetapan status tanah hasil reklamasi serta kelengkapan
dokumen perizinan yang dibutuhkan. Ketika proses reklamasi tidak

dilandasi koordinasi yang matang, maka potensi terjadinya tumpang tindih
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kebijakan, perbedaan penafsiran regulasi, hingga lemahnya pengawasan
teknis akan semakin besar. Padahal, integrasi antarinstansi sangat penting
dalam memastikan bahwa pemberian hak atas tanah berjalan sesuai dengan
kaidah hukum dan rencana tata ruang wilayah yang berlaku.

Selain itu, proses pengambilan keputusan dalam penetapan lokasi
dan penerbitan izin atas lahan hasil reklamasi dinilai kurang transparan dan
minim pelibatan masyarakat. Kurangnya partisipasi publik dalam setiap
tahap perencanaan, terutama konsultasi dengan masyarakat pesisir yang
terdampak, menimbulkan ketimpangan informasi dan berisiko
mengabaikan hak-hak komunitas lokal. Ketertutupan informasi publik
mengenai status lahan, AMDAL, serta rencana penggunaan ruang di
kawasan Pagar Laut memperkuat indikasi bahwa proses administrasi
tersebut belum sepenuhnya inklusif. Apabila situasi ini dibiarkan, maka
akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah
dan membuka ruang konflik sosial di kemudian hari.

Lebih jauh, penelitian ini mengidentifikasi adanya potensi cacat
hukum administratif apabila penetapan tanah hasil reklamasi dilakukan
tidak sesuai prosedur formal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan. Jika proses penetapan status tanah negara dan tahapan pemberian
SHGB tidak dilakukan secara sah, maka sertifikat yang diterbitkan dapat
digugat dan berpotensi dibatalkan. Selain itu, terdapat ketegangan antara
penerapan hukum positif dan prinsip siyasah, terutama terkait perlindungan

masyarakat kecil dan pelestarian ekosistem pesisir. Di satu sisi, hukum

65



positif memberikan ruang legal bagi reklamasi dan pembangunan, tetapi di
sisi lain prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan menuntut
pertimbangan etis dan tanggung jawab negara dalam melindungi
masyarakat terdampak serta menjaga keseimbangan ekologis. Temuan ini
menegaskan bahwa perlu ada reformasi dalam sistem tata kelola pertanahan
dan perizinan reklamasi agar lebih transparan, inklusif, serta berlandaskan
pada keadilan substantif.

Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik pemberian Hak Guna
Bangunan (SHGB) di wilayah Pagar Laut, Sidoarjo, memerlukan
peninjauan menyeluruh yang tidak hanya merujuk pada ketentuan hukum
nasional, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etik serta prinsip keadilan
sosial dalam Islam. Pendekatan yang lebih holistik diperlukan, di mana
asas-asas dalam Siyasah Dusturiyah dapat dijadikan sebagai alat koreksi
terhadap kecenderungan hukum formal yang bersifat teknokratis dan elitis,
karena sering kali mengabaikan aspek keseimbangan ekologis serta hak-hak
masyarakat lokal yang terdampak langsung. Oleh karena itu, penting untuk
mendorong integrasi nilai-nilai moral, keadilan substantif, dan
keberlanjutan dalam proses pengambilan kebijakan pertanahan guna
menciptakan sistem yang lebih adil dan berpihak pada kemaslahatan

bersama.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dalam penulisan skripsi ini,

maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1.

Bahwa pemberian Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas
lahan Pagar Laut di Sidoarjo merupakan isu yang kompleks dan
multidimensional, yang memerlukan kepastian legalitas status tanah
hasil reklamasi sebelum hak tersebut dapat diterbitkan. Secara
normatif, pemberian SHGB memang dimungkinkan apabila lahan
telah ditetapkan sebagai tanah negara hasil reklamasi dan sesuai
dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri
ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021, serta selaras dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023. Namun dalam
praktiknya, ditemukan bahwa sebagian besar lahan Pagar Laut
belum memiliki penetapan reklamasi yang sah, dan masih terdapat
kelemahan dalam aspek koordinasi antarlembaga, partisipasi publik,
serta pemenuhan analisis dampak lingkungan (AMDAL).
Pemberian SHGB di kawasan ini juga belum sepenuhnya
mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial terhadap

masyarakat pesisir, khususnya nelayan, yang menggantungkan
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hidupnya pada wilayah perairan tersebut. Jika pemberian hak
dilakukan tanpa dasar legal yang kuat dan tanpa memperhatikan
zonasi ruang serta keberlanjutan lingkungan, maka tindakan tersebut
berisiko cacat hukum dan dapat dibatalkan.

. Dalam menghadapi kompleksitas pemberian Sertifikat Hak Guna
Bangunan (SHGB) atas lahan Pagar Laut di Sidoarjo, sangat penting
agar pemerintah dan semua pemangku kepentingan melakukan
evaluasi menyeluruh yang mengintegrasikan aspek hukum, tata
ruang, lingkungan, dan sosial secara komprehensif. Pertama,
prosedur legalisasi lahan reklamasi harus dipastikan telah memenuhi
semua ketentuan perundang-undangan agraria nasional, termasuk
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri ATR/BPN, dengan
dukungan dokumen resmi yang sah dan lengkap sebagai dasar
penetapan tanah negara sebelum penerbitan SHGB. Kedua,
penyesuaian pemberian SHGB harus selaras dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga tidak terjadi
pelanggaran tata ruang yang bisa berujung pada pembatalan hak dan
potensi kerusakan lingkungan. Penting pula untuk memperkuat
koordinasi lintas instansi, terutama antara BPN, Dinas Lingkungan
Hidup, dan pemerintah daerah, guna memastikan setiap langkah

pemberian hak berjalan transparan dan terintegrasi, serta
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B. Saran

menegakkan prinsip keberlanjutan ekologis dan perlindungan hak
masyarakat lokal yang terdampak. Selain itu, pelibatan aktif
masyarakat dan partisipasi publik harus ditingkatkan untuk menjaga
inklusivitas dan menghindari potensi konflik sosial, terutama yang
menyangkut mata pencaharian nelayan dan keberlangsungan
ekosistem pesisir. Terakhir, pemerintah perlu mengembangkan
sistem informasi terpadu yang memadukan data pertanahan, RTRW,
dan peta spasial guna menghindari tumpang tindih pengelolaan
lahan serta meningkatkan akuntabilitas dalam pemberian hak atas
tanah reklamasi, sehingga pembangunan dapat berjalan seimbang
dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat

sekitar.

Berdasarkan pembahasan dan analisis dalam penulisan skripsi ini,

maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1.

Diperlukan reformasi tata kelola pertanahan yang mengintegrasikan
aspek legal formal, nilai-nilai etika keadilan sosial, dan
keberlanjutan lingkungan, agar pengelolaan ruang pesisir dan
ekosistem laut di Jawa Timur dapat berjalan secara berkelanjutan,
adil, dan bertanggung jawab sesuai dengan amanat hukum nasional
dan prinsip ketatanegaraan Islam yang menempatkan kemaslahatan

bersama sebagai prioritas utama.
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2. Sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian ini, sangat penting bagi
pemerintah daerah dan instansi terkait, khususnya Badan Pertanahan
Nasional (BPN), Dinas Lingkungan Hidup, serta pemerintah
provinsi Jawa Timur, untuk memperkuat koordinasi dan sinergi
lintas sektor dalam pengelolaan lahan hasil reklamasi, khususnya di
kawasan Pagar Laut Sidoarjo, dengan memastikan seluruh prosedur
administratif dan persyaratan hukum, termasuk penetapan status
tanah, kesesuaian RTRW, dan kelengkapan dokumen lingkungan
seperti AMDAL, dipenuhi secara ketat dan transparan; selain itu,
perlu adanya mekanisme partisipasi masyarakat pesisir secara aktif
dan nyata dalam setiap tahap perencanaan dan pengambilan
keputusan agar prinsip syura dalam Siyasah Dusturiyah dapat
diimplementasikan, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan
kepercayaan publik terhadap kebijakan pertanahan; selanjutnya,
disarankan agar regulasi dan praktik pemberian Hak Guna
Bangunan (SHGB) di wilayah reklamasi direformasi agar tidak
hanya menekankan aspek legal formal, tetapi juga memasukkan
nilai-nilai  keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta
perlindungan terhadap hak-hak masyarakat kecil yang terdampak,
sehingga kebijakan pembangunan pesisir dapat berjalan secara
berkelanjutan, adil, dan bertanggung jawab; akhirnya, pemerintah
perlu mengembangkan sistem pengawasan yang efektif dan

transparan guna mencegah penyalahgunaan wewenang serta
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memastikan bahwa pembangunan reklamasi tidak mengorbankan
kelestarian ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir,
sehingga tercipta harmonisasi antara pembangunan ekonomi dan
pelestarian lingkungan yang sesuai dengan amanat hukum nasional

dan prinsip etika pemerintahan dalam perspektif Islam.
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